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Tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang 
merupakan kejahatan luar biasa. Pelaku tindak pidana dalam hukum pidana harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana harus 
dibuktikan dan dicari terlebih dahulu unsur kesalahannya. 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena 
data disajikan dalam secara naratif-deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tindak pidana pencucian uang 
di Indonesia telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang 
merupakan paradigma baru penegakan hukum yang lebih berorientasi pada 
pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan. Undang-undang ini merupakan desakan 
internasional terhadap Indonesia dalam pemberantasan pencucian uang. 
Pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi 
adalah bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. 
Pertanggungjawaban yang diterima setelah adanya putusan pengadilan merupakan 
tindak lanjut dari suatu penegakan hukum. Pertanggungjawaban tindak pidana 
pencucian uang dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu terbukti tindak pidana korupsi 
atau terlebih dahulu terbukti tindak pidana korupsi atau dilakukan pemeriksaan 
secara bersama baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. 
 
 



























Corruption crime accompanied by money laundering is an extraordinary 
crime. Perpetrators of criminal acts in criminal law must be held accountable for 
their actions. Criminal liability must be proven and the element of guilt must be 
sought first. 
This research is a library research. The approach used in this research is a 
statutory approach and a case approach. The data analysis technique used in this 
study is qualitative because the data is presented in a narrative-descriptive manner. 
The results of the study show that the regulation of money laundering in 
Indonesia has been legally regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 
8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money 
Laundering. The regulation of the Money Laundering Law is a new paradigm of law 
enforcement that is more oriented towards the pursuit of the proceeds of crime. This 
law is an international pressure on Indonesia in eradicating money laundering. 
Accountability for money laundering in corruption is a form of law enforcement 
carried out by the government. Accountability received after a court decision is a 
follow-up to law enforcement. Accountability for the crime of money laundering can 
be carried out without first being proven to be a criminal act of corruption or first 
being proven to be a criminal act of corruption or conducting a joint examination of 
both corruption and money laundering. 
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A. Latar Belakang 
Tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditengarai muncul beberapa 
tahun setelah proklamasi kemerdekaan, terus menerus menunjukan 
eksistensinya walaupun selalu diperangi. Berbagai cara dilakukan oleh pelaku  
untuk menyembunykan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana 
korupsi. Salah satu cara yang paling sering dilakukan adalah dengan pencucian 
uang sehingga seolah-olah perolehannya sah secara hukum. Cara tersebut 
dilakukan baik melalui sistem keuangan dengan ditransfer ke berbagai bank di 
luar Indonesia, maupun dibelikan aset berupa barang mewah ataupun barang 
tidak bergerak seperti tanah dan properti.       
Tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang 
merupakan hal yang sudah sering dilakukan dalam beberapa kasus tindak pidana 
korupsi di Indonesia. Tindak pidana ini dapat menimbulkan kerugian keuangan 
dan atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi yang disertai dengan 
tindak pidana pencucian uang merupakan satu kesatuan yang dikategorikan 
sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Tindak pidana pencucian 
uang yang dilakukan sebagai lanjutan dari tindak pidana korupsi dimaksudkan 






Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan salah satu 
bentuk kejahatan kerah putih (white collar crime) yang nampaknya telah dan 
akan mewarnai pola kejahatan di Indonesia. Tindak pidana pencucian uang 
merupakan kejahatan ilegal karena memberi perlindungan terhadap uang-uang 
haram dan bahkan mengancam stabilitas keuangan negara. Hal ini dikarenakan 
tindak pidana pencucian uang mempengaruhi perkembangan berbagai kejahatan 
berat. Indonesia baru memandang praktek pencucian uang sebagai suatu tindak 
pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian 
Uang.1 Undang-undang tersebut mengalami pembaharuan menjadi Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Contoh kasus tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana 
pencucian uang adalah kasus terdakwa Umar Zen. Berdasarkan pertimbangan 
dan putusan hakim terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada 
Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 04/PID/TPK/2013/PT.DKI, hakim 
menjatuhkan vonis 11 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) serta terdakwa dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp. 
62.500.000.000,00 (enam puluh dua milyar lima ratus juta rupiah). Putusan yang 
diberikan hakim yaitu bersifat kumulatif, dimana hakim memberi vonis pidana 
penjara dan denda, serta pelaku dibebankan untuk membayar uang pengganti. 
 
1 Edward Samosir, “Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mengadili Tindak 
Pidana Pencucian Uang”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. IV, No. 3 Desember 2016, 





Contoh kasus lainnya yaitu terbongkarnya kasus Muhammad Nazaruddin 
yang diduga menjadi pemegang keluar masuknya dana kas Partai Demokrat 
melalui perbuatan praktik korupsi beberapa tahun yang lalu sempat menyita 
perhatian publik. Pasalnya, korupsi yang diketahui berasal dari dana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tersebut menjadi fakta baru dalam kasus korupsi 
lantaran perbuatannya yang mengalirkan dana hasil tindak pidana tersebut 
kepada Partai Demokrat. Kasus serupa juga menimpa Anas Urbaningrum, tindak 
pidana korupsi dan pencucian uang telah menyeretnya pada hukuman vonis 8 
tahun penjara serta dituntut untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan harus membayar uang pengganti 
kerugian negara sedikitnya Rp. 57.500.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar lima 
ratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut didasarkan pada biaya pemenangannya 
pada Kongres Partai Demokrat di Bandung pada tahun 2010 lalu. 
Perkembangan tindak pidana korupsi yang disertai tindak pidana 
pencucian uang di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh globalisasi 
khususnya berkaitan dengan upaya menutupi atau menyembunyikan harta yang 
diperoleh. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pelaku tindak pidana 
korupsi di Indonesia yang menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari 
tindak pidana korupsinya di negara-negara yang tidak memiliki hubungan 
kerjasama di bidang hukum dengan Indonesia maupun negara yang tidak 
mengakui keterbukaan informasi perbankan. Relasi antara pelaku tindak pidana 
semakin kuat dengan adanya globalisasi karena mempermudah mereka dalam 





Indonesia termasuk surga bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat untuk 
mencuci uang hasil kejahatan. Uang hasil kejahatan terutama diperoleh dari 
tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dominan 
dalam tindak pidana pencucian uang adalah uang hasil tindak pidana korupsi. 
Keberadaan korupsi sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian 
uang menunjukan luar biasanya korupsi sebagai salah satu tindak pidana. 
Tindak pidana korupsi di Indonesia telah merambah ke seluruh lini 
kehidupan masyarakat secara sistematis sehingga merusak perekonomian dan 
menghambat pembangunan serta memunculkan stigma negatif bagi bangsa dan 
negara Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional.2 Tindak pidana 
korupsi hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem 
perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan korupsi di Indonesia terjadi secara 
sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan kondisi keuangan negara 
tetapi juga merugikan masyarakat karena sebagian sumber dari keuangan negara 
berasal dari masyarakat (pajak, retribusi dan lain sebagainya) dan korupsi juga 
melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan 
tindak pidana korupsi di Indonesia sudah demikian besar sehingga sampai saat 
ini Indonesia tercatat sebagai salah satu negara terkorup di dunia.  
Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat 
negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. 
Bukan hanya pejabat yang terlibat kasus korupsi, tetapi aparat penegak hukum 
 






pun terlibat kasus korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang sulit dicari 
pelakunya (crime without offends), karena korupsi merupakan wilayah yang 
sangat sulit ditembus. Korupsi dikatakan sebagai invinsible crime yang sangat 
sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, dimana modus operandinya 
merupakan kegiatan sistematis dan berjamaah. 
Masalah korupsi adalah masalah besar dan rumit yang dihadapi oleh 
negara kita sekarang ini. Korupsi dapat menyebabkan ketidakefisienan dan 
ketidakadilan. Korupsi dapat merusak legitimasi politik negara. Korupsi juga 
merupakan bukti bahwa terdapat masalah yang lebih mendalam dalam hal 
urusan negara dengan sektor swasta. Upaya pemberantasan korupsi masih 
tersendat-sendat khususnya dengan adanya perlawanan yang dilakukan oleh 
pihak-pihak yang terganggu kepentingannya dengan agenda pemberantasan 
tindak pidana korupsi. 
Memang tidak semua tindak pidana korupsi sulit pembuktiannya akan 
tetapi untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang besar dan 
melibatkan pelaku yang memiliki kekuasaan cenderung sulit untuk 
membuktikan dan mengungkap siapa saja pihak yang seharusnya 
bertanggungjawab. Tindak pidana korupsi yang disertai tindak pidana pencucian 
uang merupakan bagian dari tindak pidana yang bertujuan untuk mendapatkan 
keuntungan ekonomi dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang terpelajar dan 
memiliki keahlian khusus. Tindak pidana korupsi yang disertai tindak pidana 





sehingga sesuatu yang tidak mungkin orang biasa dapat melakukan kedua tindak 
pidana tersebut. 
Pelaku tindak pidana dalam hukum pidana harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum pidana meminta 
pertanggungjawaban seseorang berarti mengenakan sifat tercela yang ada pada 
tindak pidana terhadap orang itu, sehingga patut dipidana. Hukum menetapkan 
apa yang harus dilakukan, apa yang dapat dilakukan serta hal apa saja yang tidak 
dapat dilakukan atau dilarang. Pelaku dapat dikenakan pidana apabila memenuhi 
syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. 
Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian yang penting dalam ilmu 
hukum pidana karena menyangkut dapat atau tidaknya orang yang telah 
melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman atau pidana. Pertanggungjawaban 
pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang 
dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang 
secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat 
dikenai pidana karena perbuatan tersebut.3 Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat 
bahwa antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memiliki 
keterkaitan yang sangat erat. 
Berbicara mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pada 
prinsipnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan 
 
3 Tommy J. Bassang, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming”, Lex Crimen 





sistem hukum pidana.4 Pertanggungjawaban pidana merupakan ungkapan yang 
terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan 
hukum.5 Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain dan berakar dalam satu 
keadaan yang sama, yaitu adanya pelangaran terhadap suatu sistem aturan-
aturan.6 Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang 
yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan. Kesalahan menjadi titik 
sentral konsep pertanggungjawaban pidana atau merupakan salah satu karakter 
hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus. 
Apabila pelaku tindak pidana korupsi yang disertai tindak pidana 
pencucian uang adalah orang maka pertanggungjawaban pidananya harus 
dibuktikan dan dicari terlebih dahulu unsur kesalahannya. Hal ini yang menjadi 
latar belakang peneliti untuk melaksanakan penelitian dan mengangkatnya 
sebagai tesis dengan judul Implementasi Pertanggungjawaban Pidana 
Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif 
Indonesia? 
2. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang 
dalam tindak pidana korupsi? 
 
4 Eva Syahfitri Nasution, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana 
Pencucian Uang”, Mercatoria, Vol. 8 No. 2/Desember 2015, 
https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/652/562.  
5 Sari Mandiana, “Konsepsi Pertanggungan Jawab Pidana Sebagai Sistem Normatif”, Antal 
Hukum Prioris, No. 5 No. 2, Tabun 2016, https://media.neliti.com/media/publications/81564-ID-
konsepsi-pertanggungjawaban-pidana-sebag.pdf.  
6 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan 





C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam hukum 
positif Indonesia. 
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban tindak pidana 
pencucian uang dalam tindak pidana korupsi.  
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis berguna sebagai upaya 
pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai Implementasi 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam 
Tindak Pidana Korupsi.  
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberi jawaban atas persoalan-
persoalan mengenai Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 
Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi serta menjadi 
referensi khusus bagi mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum pidana, 
mengingat perkembangan ilmu hukum pidana yang mengalami banyak 
permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan 
permasalahan tersebut, tentunya diperlukan suatu kontruksi pemikiran 








3. Manfaat Bagi Penulis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru 
mengenai Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak 
Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi. 
E. Originalitas Penelitian 
Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang penulis lakukan terdapat 
karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Implementasi Pertanggungjawaban 
Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi 
berupa tesis, skripsi, dan jurnal. 
No. 
Nama Peneliti, Tahun, 
dan Judul Penelitian 
Hasil Penelitiannya Originalitas Penelitian 
1. Amsal S Sihole, 2021, 
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2016, 
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Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya karena peneliti akan fokus merumuskan pada pengaturan tindak 
pidana pencucian uang dalam hukum positif Indonesia dan pelaksanaan 
pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi. 
F. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual adalah konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 
pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 
mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 
peneliti. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan 
pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab 
permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum. Suatu teori akan 
memperoleh arti yang penting, apabila ia lebih banyak dapat melukiskan, 
menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Teori berguna menjadi titik 
tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Teori 
hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini 





Putusan pengadilan merupakan putusan yang diberikan oleh hakim dengan 
memperhatikan hal-hal apa saja yang dijadikan dasar pertimbangan hakim 
terkait dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 
Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 
diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu 
putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan 
diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh 
hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.  
Bersalah atau tidaknya seorang yang didakwa melakukan tindak pidana 
ditentukan dari dapat tidaknya seseorang tersebut mempertanggungjawabkan 
perbuatannya secara pidana. Dalam ilmu hukum pidana pertanggungjawaban 
pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau 
terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. 
Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) memiliki arti bahwa orang yang 
telah melakukan suatu tindak pidana harus dipidana apabila ditemukan adanya 
unsur kesalahan.7 
Pertanggungjawaban pidana dengan kata lain adalah suatu bentuk yang 
menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Namun dalam 
pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggungjawaban. 
Menentukan pertanggungjawaban pidana, maka kita harus mengetahui bahwa 
orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak 
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melakukan perbuatan pidana,8 dan tidak terbukti kesalahannya. Kemampuan 
bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat 
dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. 
Orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat 
yaitu:9  
1. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya.  
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut 
dalam pergaulan masyarakat.  
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan 
perbuatan. 
Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat 
teleologis, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma 
hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori hukum yang 
berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini berangkat dari 
kerangka teori karena salah satu unsur dari pertanggungjawaban pidana adalah 
unsur kesalahan. monistis dan dualistis dalam kaitannya dengan 
pertanggungjawaban pidana.10 Teori monistis tidak memisahkan antara tindak 
pidana dengan kesalahan. Terbuktinya unsur tindak pidana dapat membuktikan 
tindak pidana yang dilakukan dan pelaku yang berbuat dapat bertanggung jawab 
atas perbuatannya. 
 
8 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 
2017, hlm. 76. 
9 Ibid, hlm. 80. 
10 Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Prenamedia 





Terdapat pengecualian yaitu apabila pelaku tidak mampu bertanggung 
jawab karena alasan-alasan tertentu dalam peniadaan pidana yaitu alasan pemaaf 
dan alasan pembenar. Sedangkan teori dualistis yang memisahkan secara tegas 
antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, 
tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban 
pidana.  
Demikian halnya pelaku tindak pidana korupsi disertai pencucian uang 
dalam hal didakwa di pengadilan. Hakim harus memperhatikan terlebih dahulu 
apakah seseorang yang didakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya secara pidana. Hasil tindak pidana adalah hasil kejahatan, dalam 
bentuk harta kekayaan atau dalam bentuk uang, sehingga uang hasil tindak 
pidana adalah uang hasil kejahatan. Kejahatan diidentikan dengan perbuatan 
jahat atau kotor, maka uang hasil kejahatan adalah uang kotor.11 
G. Metode Penelitian 
Pembuatan suatu karya ilmiah tidak akan terlepas dari metode penelitian. 
Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah 
yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Diharapkan 
dengan pengkajian tersebut akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan 
mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  
Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memahami dan 
memecahkan masalah, sehingga didapatkan kebenaran yang sifatnya kebenaran 
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ilmiah.12 Kebenaran itu sendiri diungkap dengan cara yang sistematis, 
metodologi, dan konsisten. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini 
yaitu: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang 
dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan 
dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan 
atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada 
dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-
bahan pustaka yang relevan.13 Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, 
peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang darimana 
sumber informasi ilmiah itu akan diperoleh. 
2. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang 
diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif 
karena data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika 
ada), melainkan hasil analisis itu berupa deskriptif dari gejala-gejala yang 
diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar 
variabel. Deskriptif adalah apa yang dilakukan dan dikatakan oleh para 
 
12 Aminuddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2006, hlm. 19.  
13 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, 





pelaku, proses yang sedang berlangsung dan berbagai aktivitas lain dalam 
konteks alamiah, maka peneliti mesti mendeskripsikan atau menggambarkan 
segala sesuatu yang diindrainya secara lengkap, rinci, dan mendalam. 
Penelitian deskriptif dimaksudkan sebagai pemaparan terhadap adanya suatu 
peristiwa hukum atau kondisi hukum.  
3. Pendekatan Penelitian 
Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum 
normatif yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk 
menemukan jawaban atas permasalahan. Dalam penelitian dan penulisan tesis 
ini digunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan 
kasus (case approach). Pendekatan undang-undang ini digunakan dengan 
menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.14 Pendekatan kasus 
adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.15 Hal 
pokok yang dikaji pada putusan adalah pertimbangan hakim untuk sampai 
pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam 
memecahkan isu  hukum yang dihadapi. Maka dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menganalisa kasus yang berkaitan dengan Implementasi 
 
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, 
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Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam 
Tindak Pidana Korupsi. 
4. Sumber Data 
Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 
pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data 
penelitian normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data 
yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 
dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 
disertasi, dan peraturan perundang-undangan.  
Data sekunder digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia 
baik dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis 
lainnya. Jenis bahan hukumnya dapat dibedakan menjadi primer, bahan 
hukum sekunder, bahan hukum tertier.  
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang 
digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, 
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan 
hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:  
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 





3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang 
utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip 
dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang 
mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 
yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-
makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.  
c. Bahan Hukum Tertier  
Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 
Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan situs internet yang berkaitan 
dengan Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak 
Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk 
menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. 
Data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena 
menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang 





Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran 
secara konvensional dan online. Penelusuran kepustakaan secara 
konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat 
penyimpanan data. Penelusuran secara online merupakan kegiatan mencari 
sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet. Penelusuran 
kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan 
pustaka ke perpustakaan, jurnal dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar), 
mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, 
arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan Implementasi 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang 
Dalam Tindak Pidana Korupsi. Penelusuran secara online dilakukan dengan 
searching di internet. 
6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam 
penelitian dan merupakan proses mencari serta menyusun data secara 
sistematis.16 Teknik analisis data sangat tergantung pada masalah dan desain 
penelitian yang digunakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses 
mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan 
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk 
narasi.17 Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan 
 
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, Bandung: Alfabeta, 2012, 
hlm. 244. 
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disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau 
numerik. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika berfungsi mempermudah orang lain dapat membaca atau 
mempelajari suatu tulisan. Untuk menyusun tesis ini penulis membahas dan 
menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari 
pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah untuk menjelaskan dan 
menguraikan setiap permasalahan dengan baik dan mudah dipahami. Adapun 
sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, rumusan 
permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, 
kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat tinjauan umum tentang 
pengertian dan unsur-unsur tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang 
pengertian dan ruang lingkup pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dan 
tinjauan umum tentang teori pertanggungjawaban pidana.  
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat hasil penelitian 
dan pembahasan tentang pengaturan tindak pidana pencucian uang dalam hukum 
positif Indonesia dan pelaksanaan pertanggungjawaban tindak pidana pencucian 
uang dalam tindak pidana korupsi. 
Bab IV Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan tentang 





hasil penelitian, selain itu dalam bab ini berisi saran yang diharapkan berguna 








A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi  
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar, 
feit, yang mana straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata feit diterjemahkan dengan tindak, 
peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. 
Apabila dilihat secara harfiah kata straf artinya pidana, baar artinya dapat 
dan boleh, sedangkan kata feit memang untuk diterjemahkan dengan perbuatan 
yang untuk mewujudkannya diperlukan/diisyaratkan adanya suatu gerakan dari 
tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) 
atau merusak (Pasal 406 KUHP), sedangkan perbuatan pasif artinya suatu 
bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya, dengan demikian seseorang 
tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak 
menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP). 
Ditinjau dalam sudut pandang etimologi, korupsi merupakan istilah asing 
yang diserap dalam bahasa Indonesia, Dalam Webster Student Dictionary, 
korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin corruption atau 
corruptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata 
asal corrumpere, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin 





Perancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptie (korruptie). Dapat atau 
patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi Bahasa 
Indonesia, yaitu korupsi. 
Kamus hukum sendiri menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu 
perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan 
yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara 
salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu 
keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan 
kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Pengertian korupsi secara harafiah 
sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap. Arti korupsi yang telah diterima dalam 
perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta 
bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, 
penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Beberapa pengertian dalam sudut 
pandang etimologi tersebut pada akhirnya nampak bahwa korupsi memiliki 
pengertian yang sangat luas. Sependapat dengan ini adalah pengertian dari 
Encyclopedia Americana yang dikutip dalam bukunya Andi Hamzah yaitu 
korupsi adalah suatu hal yang sangat buruk dengan bermacam ragam artinya, 
bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa. 
Pers seringkali memakai istilah korupsi dalam arti yang luas mencakup 
masalah-masalah tentang penggelapan, yang disinyalir juga dengan istilah itu, 
hal mana tidak keliru. Dalam hal ini korupsi berarti pengrusakan (bederving), 
atau pelanggaran (schending) dan dalam hal meluas menyalahgunakan 





(bederven) atau melanggar (schenden) atau yang diberikan kepada si penggelap 
itu dan di dalam banyak hal mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau 
kedudukan di dalam istilah yang umum, jadi dapat digolongkan istilah korupsi. 
Beberapa sarjana mencoba mendefinisakan korupsi. Baharudin Lopa 
menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai bidang, yaitu yang menyangkut 
masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, 
dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Pengertian korupsi menurut 
Helbert Edelherz yang diistilahkan dengan kejahatan kerah putih (white collar 
crime), korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat 
ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk 
mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau 
pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau 
keuntungan pribadi. 
Pengertian tindak pidana korupsi menurut Suyatno, tindak pidana korupsi 
dapat didefiniskan ke dalam 4 jenis yaitu:18 
1. Discritionary corruption adalah korupsi yang dilakukan karena adanya 
kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat 
sah, bukan praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. 
2. Illegal corruption merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan 
bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.  
 





3. Mercenry corruption adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk 
memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan 
kekuasaan.  
4. Ideological corruption yaitu suatu jenis korupsi illegal maupun discretionery 
yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. 
Pengertian korupsi menurut pendapat Gurnar Myrdal, meliputi kegiatan-
kegiatan tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas 
pemerintahan atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara 
tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan.19 Menurut 
Poerwadarmina, pengertian tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang buruk 
seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya yang dapat 
dikenakan sanksi hukum atau pidana. 
Sudarto menjelaskan pengertian korupsi dari unsur-unsurnya sebagai 
berikut:20 
1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. 
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum.  
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan 
negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui patut 
disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. Selain itu, perlu diperhatikan mengenai pernyataan 
dari World Bank yang dikutip dalam bukunya Marwan Effendy berdasarkan 
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hasil penelitiannya yang menjelaskan bahwa korupsi adalah An Abuse Of 
Public Power For Private Gains atau penyalahgunaan kewenangan atau 
kekuasaan untuk kepentingan pribadi. 
Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab 
II pada Pasal 2 sampai Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 
a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (2) Dalam hal tindak 
korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan 
tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 
b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuntungan negara atau perekonomian negara. 
c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 
KUHP. 
d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan 
bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai 






e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan 
jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang 
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan 
Pasal 14. 
f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan 
bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana 
korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana 
korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan 
Pasal 14. 
Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
dijelaskan pengertian korupsi melalui unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. 
Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) adalah: 
1. Melawan hukum. 
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekomian negara. 
     Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah: 
1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan. 





Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: 
a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan 
dengan Pasal 20 Ayat (1) sampai Ayat (7), yaitu: 
1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka 
tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan 
atau pengurusnya. 
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana 
tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja 
maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan 
korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 
3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka 
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 
4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) 
dapat diwakili orang lain. 
5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri 
di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa 
ke sidang pengadilan. 
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan 





kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus 
berkantor. 
7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana 
denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). 
b. Melawan hukum baik formil maupun materil. 
c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. 
d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. 
e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) 
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 
Ada tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu: pertama, konsumsi 
tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat 
Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai 
shopping ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya 
cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitasnya 
masing-masing yang salah satu kreatifitas tersebut dengan melakukan KKN 
(Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Kedua, pengawasan pembangunan yang tidak 
efektif, karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka peluang 
yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan semisal mark up dan lain 
sebagainya, dan ketiga, sikap serakah pejabat.21 
Meskipun KKN terjadi disebabkan tiga faktor di atas, tetapi jika ditelusuri 
lebih jauh sebenarnya ada tiga persoalan lebih mendasar yang menyebabkan 
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terjadinya korupsi, yaitu: pertama, sistem pembangunan yang keliru. Kesalahan 
terbesar pemerintah orde lama yang kemudian diteruskan orde baru adalah 
menerapkan sistem pembangunan yang keliru, yaitu mengikuti secara membabi 
buta intervensi barat. Kedua, kerancuan institusi kenegaraan. Tumpang 
tindihnya fungsi dan peran institusi negara menyuburkan praktek KKN di 
Indonesia. Ketiga, tidak tegaknya supremasi hukum. 
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal dalam 
tindak pidana pencucian uang. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi dikenal 
beberapa prinsip, sebagai berikut: 
1. Prinsip notoire feiten tersirat dalam Pasal 184 Ayat (2) KUHAP yaitu hal-hal 
yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Notoire feiten 
dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu: 
a. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu peristiwa 
tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian.  
b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu 
mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. 
2. Kewajiban seorang saksi. Saksi dalam sebuah perkara pidana memiliki 
kewajiban untuk hadir dalam pemeriksaan di pengadilan maupun dalam 
upaya penyidikan. Hal tersebut bertujuan untuk membantu mencari 
kebenaran dan membuktikan kesalahan dari pelaku tindak pidana yang telah 
dilakukan penyidikan terhadapnya. Namun, bukan berarti seorang saksi tidak 
dapat dikenakan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan peraturan 





3. Perlindungan identitas pelapor dimana pelapor adalah orang yang memberi 
informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. 
Tindak pidana korupsi tidak secara langsung merugikan kepentingan 
individu, sehingga pelapor bukan saksi korban secara langsung menjadi 
korban, karena ia dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif 
berpartisipasi membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
korupsi. 
4. Kewajiban memberi keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yang 
menyebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di 
sidang pengadilan Untuk melihat pengertian lebih jauh dari keterangan ahli 
dapat dirujuk Pasal 1 Ayat (28) KUHAP. 
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Dalam Hukum 
Pidana  
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai 
responsibility atau criminal liability. Istilah pertanggungjawaban pidana dalam 
bahasa Belanda terdapat padanan katanya, yaitu aansprakelijk, 
verantwoordelijk, dan toerekenbaar. Orangnya yang aansprakelijk atau 
verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar bukan orangnya, tetapi perbuatan 
yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa orang lain memakai istilah 
toerekeningsvatbaar. 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 





terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana 
yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan 
yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara 
subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang 
dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. 
Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya 
menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-
nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau 
kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar 
pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.22 
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah 
seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak 
pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah 
suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau 
dipidana. 
Syarat atau prinsip utama dalam hukum pidana untuk adanya 
pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana adalah harus ada 
 






unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Tidak mungkin dapat 
dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak 
mampu bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan 
pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula ada 
kesengajaan atau kealpaan. Dalam ruang lingkup asas pertamggungjawaban 
pidana, di samping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (schuld) dan 
melawan hukum (wederechtelijk) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah 
pembahayaan masyarakat oleh pembuat.  
Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban 
dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar 
untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat 
pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan 
olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat 
bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang 
menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. 
Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat 
dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan. Hal ini berarti bahwa 
seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan 
perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya 
pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan 
untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.23 
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Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai 
salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai 
alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem 
pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan 
yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan 
masyarakat. 
Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak jaman revolusi Prancis, 
pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana 
bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjwabkan tindak 
pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang 
dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di 
pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada 
pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman 
pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang 
dijatuhkanya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan 
oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan 
jumlah hukuman. 
Namun setelah revolusi Perancis pertanggungjawaban pidana didasarkan 
atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori 
tradisionalisme. Kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seorang dapat di 
mintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan. Menurut 
teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan 





Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat 
pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak 
pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada 
pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan 
diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang 
dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada 
pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana 
karena perbuatannya. 
Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya 
adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum 
formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif 
menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. 
Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika 
orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, 
maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada. 
Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, bahwa dipidananya 
seseorang tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi 
meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang 
dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan 
pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, 





(celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya 
atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat 
dipertanggungjawabankan kepada orang tersebut. 
Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di 
dalam hukum pidana, atau dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan 
(geern straf zonder schuld). Apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya 
kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut leer van het materiele feit. 
Sedangkan di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang 
dimaksud dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi asas ini merupakan 
hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.24 
Membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian 
dua hal, yaitu tindak pidana (daad strafrecht) dan pelaku tindak pidana (dader 
strafrecht). Pengertian kedua hal tersebut harus diperhatikan denga seksama, 
karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan 
yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat 
dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlu ditegaskan kembali bahwa 
pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak 
pidana, apabila dirinya mempuyai kesalahan atau dapat disalahkan karena 
melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana 
ini yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk 
menjatuhkan pidana (algemene voorwaarde voor strafbaarheid).25 
 







Prakteknya asas tiada pidana tanpa kesalahan oleh beberapa negara 
termasuk Indonesia tidak selalu dilaksanakan secara murni atau yang dikenal 
dengan asas pidana tanpa kesalahan atau strict strafrecht. Apabila strict 
strafrecht yang diikuti, maka penjatuhan pidana tidak lagi dibutuhkan unsur 
kesalahan, artinya penjatuhan pidana itu tidak ditentukan ada atau tidaknya unsur 
kesalahan, melainkan didasarkan pada perbuatan yang dilakukan atau akibat dari 
dari perbuatan yang dilakukan. Akan tetapi, tidak semua jenis tindak pidana 
diberlakukan asas strict strafrecht, melainkan beberapa jenis tindak pidana 
tertentu terutama jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana 
berat atau jenis pelanggaran tertentu. 
Asas tiada pidana tanpa kesalahan sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 
1930 terutama di negara-negara yang menganut sistem anglo saxon yang 
dirumuskan sebagai actus non facit reum, nisi mens sit rea. Menurut asas ini 
bahwa suatu perbuatan belum dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan 
kesalahan pelakunya, kecuali perbuatan yang dilakukan itu didasari niat jahat. 
Sedangkan rumusan asas actus non facit reum, nisi mens sit rea pada dasarnya 
terdiri atas dua asas, yaitu actus reus dan mens rea. 
Actus reus adalah asas kesalahan yang didasarkan karena suatu perbuatan 
yang dikehendaki pelaku dan mencocokan rumusan tindak pidana dalam 
undang-undang (wederrechtelikheid). Sedangkan mens rea adalah asas 
kesalahan yang menunjukan keadaan jiwa yang mendasari seseorang yang 





Dengan demikian, sesuatu perbuatan yang telah memenuhi atau 
mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belum cukup 
bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada si pelakunya, kecuali si pelaku 
telah memenuhi syarat-syarat tertetu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh 
karenanya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana 
yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya 
dapat disalahkan, maka dirinya pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 
pidana, artinya meskipun melakukan tindak pidana apabila dirinya tidak dapat 
disalahkan karena keadaan jiwanya, maka dirinya tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. 
Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya 
pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu 
bertanggung jawab. Tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan 
apabila ia tidak mampu untuk dipertanggung jawabkan. Dalam ruang lingkup 
asas pertanggungjawaban pidana di samping kemampuan bertanggung jawab, 
kesalahan dan melawan hukum sebagai syarat pengenaan pidana ialah 
pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian konsep 
pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa 
syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 
1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan 
hukum.  
2. Mampu bertanggung jawab.  





4. Tidak ada alasan pemaaf. 
Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan 
pidana yang dilakukannya dalam hal karena kurang sempurna akal atau karena 
sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP) dan karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP). 
KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban 
pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan 
berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak 
dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi baik 
kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. 
Kedua kata-kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah 
pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan 
dalam pelaksanaanya. 
C. Teori Pertanggungjawaban Pidana  
Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat 
dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya 
pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat 
dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang 
dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana 
adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang 
yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa 
tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan 





seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila 
tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau 
peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari 
sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu 
bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya. Dalam 
hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum 
tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan 
dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, 
maka ia akan dipidana. 
Berdasarkan hal tersebut, pembuat (dader) harus ada unsur kesalahan dan 
bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu: 
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari 
si pembuat.  
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja 
atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku mempunyai kesadaran yang 
mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang 
ditimbulkan dari perbuatannya.  
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya 
dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. 
Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) 
KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan 
pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam 





dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah 
dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang 
dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana. 
Pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan 
(opzet), yaitu:26 
1. Kesengajaan sebagai maksud 
Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan 
apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas 
dikenakan hukuman. 
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti 
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (doer or dader) dengan perbuatannya 
tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan 
mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi 
suatu akibat lain. 
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) 
Kesengajaan ini juga dsebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, 
bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan 
suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan 
timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. 
 
 






Pada umumnya, kelalaian (culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu: 
1. Kelalaian dengan kesadaran (bewuste schuld)  
Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya 
suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul 
tersebut.  
2. Kelalaian tanpa kesadaran (onbewuste schuld)  
Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya 
suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. 
Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat. 
Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan 
sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan 
pidana (actrus reus) dan keadaan sifat batin pembuat (mens rea). Kesalahan 
(schuld) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur 
pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si 
pembuat atas perbuatannya. 
Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (actus 
reus) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan 
adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana 
tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa. Selanjutnya, dalam 
hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat 
dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan 
pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan 





Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP. Selain itu, juga alasan pembenar 
yaitu tidak dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana 
dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut 
dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 dan 
Pasal 51 KUHP. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa 
pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang 
melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam 
undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan 
perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan 
perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan 
pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 
apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 
menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan 
orang tersebut. 
Pertanggungjawaban pidana dengan mengedepankan dan menetapkan 
pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum pidana, dalam ketentuan 
perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan 
atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung 
jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, dengan dapat 
dipertanggungjawabkannya subyek hukum pidana tersebut tentunya akan 
memberikan detteren effect untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga 





antara tindak pidana biasa dan tindak pidana medis terletak pada fokus tindak 
pidana tersebut. Fokus tindak pidana biasa terletak pada akibat dari tindak 
pidana, sedangkan pada tindak pidana medis fokusnya pada sebab atau kausa 
dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya harus dapat dibuktikan 
tentang adanya kesalahan professional. Kesalahan dalam tindak pidana medis 
pada umumnya terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau tenaga 
kesehatan lainnya. Dalam hal ini dapat terjadi karena tenaga kesehatan 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan 
sesuatu yang harusnya dilakukan. 
Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian yang penting dalam ilmu 
hukum pidana karena menyangkut dapat atau tidaknya orang yang telah 
melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman atau sanksi pidana. Berdasarkan hal 
tersebut dapat dilihat bahwa antara tindak pidana dan pertanggungjawaban 
pidana memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan antara tindak pidana 
dan pertanggungjawaban pidana menjadikan adanya dua teori atau aliran 
mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu teori monistis dan teori dualistis. 
Salah satu tokoh yang menganut aliran teori monistis adalah Simon yang 
menyatakan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, 
bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang 
itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monisme, 
unsur-unsur strafbaar feit (tindak pidana) itu meliputi baik unsur perbuatan, 
yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazimnya 





unsur pembuatnya maka dapat disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama 
dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa 
kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat pidana.27 
Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, 
dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut Van Hammel 
bahwa tindak pidana merupakan kelakukan manusia yang dirumuskan dalam 
undang-undang, melawan hukum, dan patut dipidana dan dilakukan dengan 
kesalahan. aliran monistis terhadap strafbaar feit penganutnya merupakan 
mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian 
strafbaar feit. Para ahli hukum yang menganut teori monistis, memandang 
pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana 
yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. 
Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak 
pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana 
tergantung pada ada atau tidaknya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai 
peniadaan pidana. 
Berdasarkan pandangan dari berbagai tokoh aliran monistis secara umum 
dapat dikatakan bahwa teori monistis tidak memisahkan antara tindak pidana dan 
kesalahan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas 
geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), kesalahan juga 
merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak 
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pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban 
pidana. Terbuktinya tindak pidana di dalamnya terdapat unsur kesalahan, 
pembuat bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak dipidana 
merupakan pengecualian yang disebabkan karena pembuat tidak mampu 
bertanggung jawab yang erat kaitannya dengan kondisi kejiwaan atau karena 
adanya peniadaan pidana yang dapat berupa alasan pemaaf maupun alasan 
pembenar.  
Pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan 
pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana 
hanya unsur kesalahan dan kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana ini 
dikenal sebagai teori dualistis. Orang pertama yang menganut aliran atau 
pandangan dualistis adalah Herman Kontorowicz. Pada tahun 1933 sarjana 
hukum pidana Jerman yang menulis buku yang berjudul Tut und Schuld. 
Pandangan Moeljatno yang mengikuti pendapat Herman Kantorowicz ini 
banyak diikuti dan dikembangkan oleh ahli hukum pidana Indonesia diantaranya 
Roeslan Saleh, Zainal Abidin Farid, Barda Nawawi Arief, dan Chairul Huda. 
Teori dualistis selain dipengaruhi oleh hukum pidana Jerman, juga banyak 
dipengaruhi oleh sistem hukum pidana yang dipakai oleh negara-negara Eropa 
Anglo Saxon yang menggunakan common law system. 
Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban 
pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanya kesalahan (schuld), tetapi 
sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat 





dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dalam konteks ini perlu 
dibedakan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan 
karakteristik orang yang melakukannya. Karakteristik orang yang melakukan 
tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya 
yang bersangkutan. Dikaitkan dengan hal di atas, maka mestinya antara tindak 
pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan, tetapi lebih 
jauh lagi harus dapat dipisahkan.28 
Teori dualistis menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan 
pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum. Teori 
ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak 
pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk dari pertanggungjawaban 
pidana. Sementara unsur pembentuk pidana hanya perbuatan, sehingga 
kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah 
unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat 
melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban 
pidana dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas 
tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan dan apabila membahas 
pertanggungjawaban pidana tidak pula membahas tentang sifat melawan hukum 
tetapi harus membahas tentang kesalahan. 
Baik teori monistis maupun teori dualistis pada dasarnya sama-sama 
memberikan penjelasan bahwa pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya 
 
28 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak 





adalah ketentuan yang mengatur mengenai dapat atau tidaknya orang yang 
melakukan tindak pidana dijatuhi sanksi pidana. Hal ini berarti 
pertanggungjawaban pidana ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Menurut 
Muladi dan Barda N. Arief, pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, 
yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan 
adalah si pembuat, tapi tidak selalu demikian. Menurut dua guru besar hukum 
pidana tersebut, tidak selalu mereka yang dipertanggungjawabkan adalah 











HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hukum Positif 
Indonesia  
Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah 
money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media 
massa oleh karena itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan 
istilah pencucian uang. Dewasa ini istilah money laundering sudah lazim 
digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang 
atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil 
tindak pidana.29 Dalam Black’s Law Dictionary, Henry Campbell Black (1990), 
money laundering didefinisikan sebagai term used to describe investment or 
other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other 
illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.30 
Istilah tersebut menggambarkan bahwa pencucian uang (money 
laundering) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari 
pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi 
narkotika, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga 
sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak. Sementara itu
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istilah pencucian uang atau money laundering dikenal sejak tahun 1930 di 
Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan 
laundry. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut 
dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-
perusahaan pencuci pakaian atau laundry sebagai tempat untuk melakukan 
pencucian uang hasil kejahatan, dari sana muncul istilah money laundering.31 
Upaya pemberantasan pencucian uang (money laudering) di Indonesia 
berawal dari bulan Juni 2001. Indonesia pada bulan Juni 2001 untuk pertama 
kalinya dimasukkan ke dalam NCCTs (Non-Cooperative Countries and 
Territories). 
Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang 
dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan 
money laundering. Vonis Financial Task Force on Money Laudering (FATF) 
kepada Indonesia itu didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu belum adanya 
peraturan perundang-undangan yang menyatakan pencucian uang sebagai tindak 
pidana, loopholes dalam pengaturan lembaga keuangan terutama lembaga 
keuangan non-bank, terbatasnya sumber daya yang dimiliki, serta minimnya 
kerjasama internasional dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang. 
Menanggapi hasil review FATF justru memberi darah baru bagi 
pemerintah untuk segera menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) 
yang mengatur tindak pidana pencucian uang ke DPR. Guna mempercepat 
 





proses pembahasan di Senayan, Pemerintah dan DPR kemudian menyepakati 
agar pembahasan RUU menggunakan fast track approach. 
Pencucian uang diatur dalam beberapa peraturan perundangan 
sebagaimana diuraikan dalam pembahasan di bawah ini: 
1. Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang  
Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang 
merupakan paradigma baru penegakan hukum yang lebih berorientasi pada 
pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan (proceeds of crime). Pendekatan 
follow the money ini lebih mudah dilakukan karena hasil kejahatan 
merupakan titik terlemah dari suatu rantai kejahatan. Melalui pentransferan 
aliran dana ini juga dapat dengan mudah ditemukan aktor intelektual dari 
suatu kejahatan. Untuk kasus-kasus pembalakan liar yang merupakan salah 
satu bentuk yang paling menonjol dari tindak pidana kehutanan, misalnya 
pentransferan aliran dana akan mudah untuk mengetahui para cukong 
(pemilik uang) yang berdiri di balik pembalakan liar.  
Langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, pertama sudah 
tentu harus dikatakan bahwa perbuatan pencucian itu adalah tindak pidana. 
Jadi kriminalisasi dari perbuatan pencucian uang ini dilakukan dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 yang disahkan 
pada tanggal 17 April 2002.  
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan desakan 





(FATF), badan internasional di luar PBB. Anggotanya terdiri dari negara 
donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian 
uang. Sebelumnya pada 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam 
sanksi internasional. 
Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah 
meratifikasi United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi 
ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk 
pelaksanaannya. 
Meskipun telah memperhatikan rekomendasi FATF, tapi Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 dinilai memiliki beberapa 
kelemahan mendasar. Sebagian pihak di dalam negeri menyoroti tidak 
dimasukannya perjudian di dalam Pasal 2 dan besaran (threshold) Rp. 500 
juta dalam laporan transaksi tunai (Pasal 13). Sementara FATF antara lain 
mengomentari batasan (threshold) Rp. 500 juta pada definisi hasil kejahatan 
(proceeds of crime) yang bisa menyebabkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tidak efektif (Pasal 2). 
FATF menganggap bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 2002 belum sepenuhnya memenuhi standar internasional. Concern 
negara-negara FATF terhadap kekurangan (deficiencies) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002, kemudian lebih dirasakan sebagai 





tiga tahun Indonesia berada di dalam list NCCTs dan kemungkinan 
diterapkannya counter measures oleh FATF kepada Indonesia. 
2. Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang  
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 telah disahkan pada tanggal 13 
Oktober 2003 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2003. Dalam penyusunannya, tim perumus memperhatikan rekomendasi 
FATF yang dikenal dengan 40 recommendations dan 9 special 
recommendations, hasil review FATF, serta best practices yang berlaku di 
negara-negara lain. 
Tim perumus juga memperhatikan kebutuhan domestik (domestic 
needs) berdasarkan masukan yang diperoleh dari berbagai kalangan melalui 
diskusi dan seminar yang telah diadakan. Adapun materi-materi yang menjadi 
kelemahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 telah 
dimasukan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2003 yaitu antara lain batasan (threshold) Rp. 500 juta pada definisi hasil 
kejahatan dihapuskan, penambahan elemen transaksi keuangan yang 
menggunakan hasil kejahatan pada definisi transaksi keuangan 
mencurigakan, predicate offenses ditambah dengan menambahkan jenis 
pidana berat lainnya sehingga jumlahnya menjadi 24 jenis tindak pidana 





yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih. Penyampaian transaksi keuangan 
mencurigakan dari penyedia jasa keuangan menjadi 3 hari. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 
merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2002. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2003 ini diberikan batasan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan 
pencucian uang, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) 
undang-undang dimaksud, yang menyatakan bahwa:  
Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, 
membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya 
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil 
tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan 
yang sah. 
 
Kenyataannya meskipun sudah ada Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga 
akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia 
dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut 
sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, 
maraknya kejahatan narkotika, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian 
Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan 
menerima dana dari manapun untuk keperluan pemulihan ekonomi.32 
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Keberadaan Indonesia berada pada daftar Non Cooperative Countries 
and Territories (NCCT’s) sesuai dengan rekomendasi dari Financial Actions 
Task Force on Money Laundering. Bahwa setiap transaksi dengan perorangan 
maupun badan hukum yang berasal dari negara NCCT‟s harus dilakukan 
dengan penelitian seksama. Berbagai upaya selama beberapa tahun, antara 
lain dengan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan 
PPATK, mengeluarkan ketentuan pelaksanaan, dan mengadakan kerja sama 
internasional, akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia 
dikeluarkan dari daftar NCCT‟s setelah dilakukan formal monitoring selama 
satu tahun. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 sebagai 
amandemen bahkan mengatur pula beberapa hal baru yaitu: 
1. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 29B). Undang-
undang menetapkan bahwa Kepala PPATK dapat mengusulkan kepada 
Presiden untuk pembentukan komite nasional dimaksud. Komite nasional 
akan memfokuskan diri pada perumusan kebijakan pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Komite nasional atau 
National Coordination Committe dikenal di beberapa negara seperti 





2. PPATK dapat melaksanakan konvensi internasional dan rekomendasi 
internasional yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 44B). Ketentuan ini 
memberi kewenangan PPATK untuk melaksanakan setiap konvensi dan 
rekomendasi organisasi/lembaga internasional yang berkaitan dengan 
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 
Dengan selesainya proses amandemen dapat dikatakan bahwa proses 
penyusunan kerangka hukum yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 
domestik dan standar internasional telah selesai dilakukan. FATF dalam 
plennary meeting yang diadakan pada tanggal 1 sampai 3 Oktober 2003 di 
Stockholm, Swedia menyatakan gembira atas hasil amandemen yang dicapai 
oleh Indonesia yang telah sesuai dengan standar internasional yang ada. 
Pengaturan secara lebih rinci kerjasama internasional melalui bantuan 
hukum timbal balik dalam dua pasal yang mengatur teknis kerjasama 
mendapat respons positif negara-negara FATF. Mereka beranggapan bahwa 
hal tersebut menjadi bukti keinginan Indonesia untuk secara terbuka menjalin 
kerjasama dengan negara lain dalam memerangi tindak pidana pencucian 
uang. FATF dalam laporan pelaksanaan plennary session menyatakan bahwa 
Indonesia mencatat kemajuan berarti dalam penanganan anti pencucian uang. 
Ancaman untuk dikenakan additional counter measures yang 
sebelumnya sempat terdengar, tidak jadi diberikan kepada Indonesia. 
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang 





Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK dalam 
melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, 
dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang terkait baik nasional maupun 
internasional. 
Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga independen yang 
bertujuan untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang di 
Indonesia, PPATK akan bekerja sama dengan banyak pihak. Dalam lingkup 
nasional, PPATK telah melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk 
nota kesepahaman (MoU) dengan Bank Indonesia, Direktorat Jenderal 
Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapepam, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Republik Indonesia, Departemen 
Kehutanan dan CIFOR (Center for International Forestry Research) yaitu 
suatu lembaga penelitian internasional di bidang kehutanan.  
Kerja sama meliputi pertukaran informasi, pertukaran pegawai, 
capacity building dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan rezim anti 
pencucian uang di Indonesia. Sementara itu untuk menunjang efektifnya 
pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, melalui Keputusan 
Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004, Pemerintah Republik 
Indonesia membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai 
oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan Wakil Menko 





Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri 
Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN 
dan Gubernur Bank Indonesia. Komite ini bertugas antara lain merumuskan 
arah kebijakan penanganan tindak pidana pencucian uang dan 
mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasannya. 
Melihat begitu banyaknya pihak yang terlibat dalam usaha pencegahan 
dan pemberantasan pencucian uang ini, dapat disadari bahwa pemerintah 
sudah serius dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Namun 
peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang belum sepenuhnya efektif. 
Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti fungsi PPATK. PPATK 
meskipun independen namun fungsinya sangat terbatas yaitu hanya sebagai 
fungsi administratif. 
Di Indonesia PPATK tugasnya mengumpulkan dan memproses 
informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang. 
PPATK berfungsi sebagai motor penggerak untuk menganalisis adanya 
kecurigaan pencucian uang terutama melalui deteksi dini dalam alur transaksi 
yang mencurigakan. Namun demikian badan ini tetap dalam status melakukan 
tahap penyelidikan sangat awal dan sangat terbatas membantu Kepolisian. 
Hasil analisis atas transaksi atau kecurigaan adanya pencucian uang 
kemudian diserahkan kepada polisi yang ternyata oleh polisi masih dilakukan 
penyelidikan lagi baru ditindak lanjuti dengan penyidikan dan proses 
selanjutnya. Artinya bahwa hasil analisis PPATK ini bukan sebagai alat bukti 





penyidikan tersebut PPATK tidak berwenang untuk memblokir, artinya hasil 
analisis ini tidak terlalu berarti. 
Pada ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, 
PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana pencucian uang, PPATK berwenang: 
1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah 
dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan 
informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta 
yang menerima laporan dari profesi tertentu. 
2. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.  
3. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang 
dengan instansi terkait. 
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya 
pencegahan tindak pidana pencucian uang. 
5. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum 
internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang.  
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian 
uang. 
7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak 







3. Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang 
Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perorangan 
maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang 
dilakukan melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan 
tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (bribery), 
narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, 
perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, 
pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta 
berbagai kejahatan kerah putih (white collar crime). Kejahatan-kejahatan 
tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat 
besar jumlahnya.  
Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana 
tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh 
para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah 
dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan 
tersebut, sehingga biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu 
mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut 
masuk ke dalam sistem keuangan (financial system). Dengan cara demikian, 
asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para 
penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul 





dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (money 
laundering). 
Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam 
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 dijelaskan 
bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur 
tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam 
Pasal 3 dikatakan bahwa:  
Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang 
dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja 
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau 
perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima 
dan mengusainya. 
 
Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah diatur 
secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang. Dalam hal ini pencucian uang dapat dibedakan dalam tiga tindak 
pidana: 
1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang 
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau 
perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 





(1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta 
kekayaan. (Pasal 3). 
2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang 
yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, 
hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta 
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1). Hal tersebut 
dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, 
dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan 
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5). 
3. Dalam Pasal 4, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak 
pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, 
peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas 
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1). Hal ini pun 
dianggap sama dengan melakukan pencucian uang. 
Berlakunya ketentuan pidana di Indonesia yang digambarkan dalam 
Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku 
telah diperluas dengan adanya asas yaitu perluasan wilayah yaitu: 
1. Aturan pidana Indonesia akan diberlakukannya untuk tindak pidana yang 





di luar negeri. Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku 
bagi setiap orang yang di luar Indonesia yang diatur dalam Pasal 4 KUHP 
melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, 
Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111 bis ke-1, Pasal 127 dan Pasal 131 KUHP 
yang menyangkut kejahatan terhadap keamanan negara. 
2. Pasal 7 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-
undang Indonesia berlaku bagi Pegawai Negeri Indonesia, Pegawai Negeri 
Sipil dan Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia (PNS 
dan TNI atau POLRI) yang berada di luar Indonesia mengenai salah satu 
kejahatan yang diatur dalam Bab XXVIII, buku II KUHP tentang 
Kejahatan yang Dilakukan dalam Jabatan. 
3. Pasal 8 KUHP berlaku bagi nahkoda kapal Indonesia yang berada di luar 
Indonesia melakukan suatu kejahatan yang diatur dalam Bab XXIX dalam 
Buku II KUHP tentang Kejahatan Pelayaran dan Bab IX dalam Buku III 
KUHP tentang Pelanggaran Pelayanan. 
Pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, 
Pasal 8 KUHP tersebut di atas yaitu pengecualian yang diakui oleh hukum 
internasional. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2010 memperluas cakupannya, dengan jangkauan setiap orang (orang 
perseorangan atau korporasi) yang di luar wilayah Indonesia memberikan 
bantuan, kesempatan, sarana, dan keterangan untuk terjadinya dapat 
dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 





Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang yang masuk dalam kategori kejahatan tindak pidana 
pencucian uang adalah korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, 
penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di 
bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, 
perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, 
pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di 
bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di 
bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan 
pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut 
hukum Indonesia. Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan 
digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk 
kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan 
sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf n. 
Adapun bentuk hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian 
uang diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 10 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut: 
1. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 





ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya 
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana 
pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
2. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, 
sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang 
sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
Ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana 
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
3. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, 
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau 
menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi pihak 
pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur 





5. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan 
terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. 
6. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian 
uang:  
a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi. 
b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.  
c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi 
perintah. 
d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. 
7. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda 
paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selain 
pidana denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terhadap korporasi 
juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:  
a. Pengumuman putusan hakim. 
b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi. 
c. Pencabutan ijin usaha. 
d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi.  
e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau  
f. Pengambilalihan korporasi oleh negara. 
8. Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda 





tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 
(empat) bulan. 
9. Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan 
perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali 
korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang 
dijatuhkan. Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang 
dirampas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mencukupi, pidana 
kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personil pengendali 
korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. 
10. Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, 
atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, Pasal 4, dan Pasal 5. 
Pada kasus pencucian uang yang berwenang dalam menyidik, 
memeriksa kasus adalah Kepolisian, Kejaksaan dan yang terakhir adalah 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diamanatkan untuk memeriksa 
dan menyidik kasus ini sejak Oktober 2010. Dari ketiga penegak hukum itu, 
yang paling banyak mendapat laporan adalah Kepolisian dan Kejaksaan.33  
 
33 Ali Geno Berutu, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam 
Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 2 







Berkenaan dengan tugas penyidikan polisi harus memperoleh alat bukti 
yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan 
dan untuk perkara pencucian uang bukan masalah mudah, apalagi harus 
dikaitkan dengan kejahatan asalnya. Peran polisi juga sangat dominan 
manakala berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana 
ini di luar negeri. 
Selain itu, tindak pidana pencucian uang dalam pengaturannya 
mempersulit jaksa dalam membuktikan perkara ini. Masalah berawal dari 
penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan bahwa tindak 
pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (follow up crimes) 
sehingga ada permasalahan lain yaitu bagaimana dengan core crime 
(predicate offencenya). 
Berdasarkan amanat undang-undang maka predicate offece tidak perlu 
dibuktikan, artinya cukup menggunakan bukti petunjuk saja. Sebagai 
konsekuensinya maka dakwaan harus disusun secara kumulatif bukan 
alternatif, karena antara predicate offence dan pencucian uang adalah dua 
kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu harus dikaitkan 
dengan predicate offencenya, namun pencucian uang adalah kejahatan yang 
berdiri sendiri (as a separate crime). Dengan demikian dalam mendakwa 
tindak pidana pencucian uang misalnya berkaitan dengan dakwaan Pasal 3 
maka predicate offence dan follow up crimes didakwakan sekaligus. 
Lembaga independen lain di bawah Presiden Republik Indonesia yang 





yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Seseorang 
wajib melaporkan jumlah kekayaan yang dia miliki sehingga akan 
memudahkan PPATK mengontrol adanya transaksi yang mencurigakan. 
Secara teknis tindak pidana pencucian uang dapat dikelompokan dalam 
tiga tahap. Pertama, penempatan (placement) yaitu tahap awal dari pencucian 
uang. Placement adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk 
dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. Placement 
menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem 
keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel 
bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, 
terutama sistem perbankan.  
Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek 
dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. 
Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah 
besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk 
ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening 
simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen 
keuangan (cheques, many orders) yang akan ditagihkan dan selanjutnya 
didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. 
Dalam proses ini terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui 





antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh 
dari hasil kegiatan yang sah. Bentuk kegiatan dari placement antara lain:34 
1. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan 
pengajuan kredit atau pembiayaan.  
2. Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai 
pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.  
3. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah dari suatu negara ke negara 
lain.  
4. Membiayai suatu usaha yang seolah olah sah atau terkait dengan usaha 
yang sah berupa kredit atau pembiayaan.  
5. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan 
pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan 
atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK 
Penyedia jasa keuangan (PJK) diartikan sebagai penyedia jasa dalam 
bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk 
tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, 
pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan 
penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan 
kantor pos. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, 
penyedia jasa keuangan antara lain: bank, perusahaan pembiayaan, 
perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga 
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keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, 
perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara 
alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-
wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, 
perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas atau 
penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.35 Sedangkan penyedia 
barang dan/atau jasa lain yaitu perusahaan properti/agen properti, pedagang 
kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, 
pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang. 
Kedua, transfer (layering), yaitu upaya untuk mentransfer harta 
kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil 
masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (placement). Dalam 
proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari 
sumbernya melalui pengalihan dana hasil placement ke beberapa rekening 
lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks.  
Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi 
negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan layering, 
penegak hukum mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta 
kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (audit trail). Pada tahap ini 
pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan 
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memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk 
ditemukan pangkalnya. 
Layering dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan internasional 
baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan yang memiliki nama dan badan 
hukum namun tidak memiliki kegiatan apapun. Adapun bentuk kegiatan dari 
layering adalah:36 
1. Transfer dan dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau 
negara. 
2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi 
yang sah. 
3. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan 
usaha yang sah maupun shell company. 
Ketiga, menggunakan harta kekayaan (integration). Integration 
merupakan suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari 
tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui 
placement atau layering sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal 
(clean money) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai 
kegiatan kejahatan. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga cukup 
efektif dalam menjelaskan transaksi keuangan yang mencurigakan yaitu: 
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1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau 
kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan. 
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan 
dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan 
yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-
undang ini.  
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan 
menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh 
pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari 
hasil tindak pidana. 
Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian 
uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan 
ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman 
bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua 
kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti 
semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, 
misalnya adanya perlindungan saksi, adanya praktik acara pembalikan beban 
pembuktian (the shifting of the burden of proof). 
Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengatur secara 
rinci tentang acara persidangan khusus untuk pembalikan beban pembuktian ini, 
tetapi di masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tata cara yang ditentukan, 





beban pembuktian pada dasarnya melanggar prisip non self incrimination, maka 
harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan 
dan hanya untuk satu unsur saja. 
Unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan 
berasal dari kejahatan, artinya apabila unsur ini tidak bisa dibuktikan oleh 
terdakwa jaksa tetap harus membuktikan unsur lainnya baik itu unsur obyektif 
maupun subyektif, sepanjang itu merupakan inti delik (bestandelen). 
Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sikap hakim apabila ide tentang 
bukti pendukung (circumstancial evidence) akan diterapkan. 
Pemikiran tentang pembuktian unsur (intended) yaitu dengan maksud 
untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan dan hal-hal 
lainnya, yang harus dianggap terbukti sepanjang semua unsur di depannya telah 
dibuktikan oleh jaksa, maka hakim seharusnya melakukan lompatan pemikiran 
untuk mengambil kesimpulan bahwa unsur intended pasti terbukti. 
Dalam hal ini berlaku suatu logika hukum, yaitu dimana terdakwa yang 
telah terbukti sengaja melaku transfer misalnya, dan kemudian dia juga terbukti 
mengetahui atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang 
ditransfer berasal dari kejahatan, maka seharusnya dapat disimpulkan tujuan 
transfer tersebut untuk hal yang tidak baik yaitu menyembunyikan atau 
menyamarkan asal usul hasil kekayaan. Terhadap ide ini hakim harus benar-
benar mempunyai keberanian yang dilandasi keyakinannya atas logika hukum 





B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam 
Tindak Pidana Korupsi 
Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana harus didahului 
dengan pembahasan tentang konsep perbuatan pidana. Sebab, tidak adil jika 
seorang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan, sedang ia sendiri tidak 
melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan kelakuan orang yang 
dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut 
dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam 
setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. 
Tindak pidana atau strafbaarfeit yaitu suatu perbuatan yang mengandung 
unsur perbuatan yang dapat dipidana atau unsur pertanggungjawaban pidana. 
Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, 
meskipun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah 
pertanggungjawaban pidana.37  
Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar 
adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya 
pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya 
akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana 
tersebut.  
Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. 
Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif 
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terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum 
pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi 
persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Pada intinya 
dalam hukum pidana harus ada kesalahan yang menyertai suatu perbuatan, yang 
mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undang. 
Perbuatan apa yang dilarang dan siapa pelaku yang bertanggung jawab 
merupakan persoalan yang terus menerus dibicarakan di kalangan para ahli 
hukum. Apa yang dimaksud dengan pelaku harus mampu bertanggung-jawab 
yaitu pelaku harus secara sadar mengetahui dan menghendaki baik dari segi 
kematangan atau kedewasaan dan subjek hukum. 
 Pelaku tindak pidana tersebut harus orang yang normal dalam artian dia 
tidak mengalami gangguan jiwa atau keadaan cacat dari lahir serta terdakwa 
mengetahui maksud dari perbuatan yang dilakukannya. Harus dikaji terlebih 
dahulu dalam kaitannya pemberian pidana kepada seseorang yang melakukan 
tindak pidana. Minimal dua yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu 
perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur pidana di dalam ketentuan undang-
undang (actus reus) dan juga perbuatan pelaku tersebut harus bersifat melawan 
hukum (wederrectelijkheid, onrechtmatigheid). 
Melihat realitas sekarang tindak pidana pencucian uang dalam tindak 
pidana korupsi seakan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Semakin 
maraknya tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi yang 





mengenai efektif atau tidaknya pemidanaan yang diberikan pada tindak pidana 
pencucian uang dalam tindak pidana korupsi. 
Berikut ini contoh kasus tindak pidana pencucian uang dalam tindak 
pidana korupsi yaitu: 
1. Kasus Umar Zen  
Kejadian bermula sekitar Agustus 2004 hingga tahun 2010. Terdakwa 
Umar Zen selaku Direktur Utama PT. Terang Kita (PT. Tranka Kabel) telah 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam 
penempatan investasi dari PT. Askrindo melalui Manajer Investasi (MI) yaitu 
PT. Reliance Asset Managemen (PT. RAM), PT. Harvestindo Asset 
Managemen/PT. Suprasurya Asset Managemen (PT. HAM/PT.SAM) dan 
PT. Jakarta Asset Managemen/PT. Jakarta Investmen (PT. JAM/PT.JI) 
berupa KPD (Kontrak Pengelolaan Dana), Repo Saham, dan Reksadana. 
Seluruh penempatan dana PT. Askrindo berupa KPD, Repo Saham, 
Reksadana dan Obligasi kepada Manager Investasi telah diterima terdakwa 
sebesar Rp. 133.768.750.000,00 (seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus 
enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Rincian tahapan 
terdakwa mentransfer uang kepada PT. Jl adalah sebesar Rp. 35 milyar yaitu 
pada tanggal 19 Januari 2009, sebesar Rp. 5 milyar pada tanggal 22 Januari 






Terdakwa dinilai penuntut umum telah merugikan keuangan negara cq. 
PT. Askrindo sebesar Rp. 133.768.750.000,00 jumlah tersebut sesuai laporan 
hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana 
korupsi dalam penempatan investasi PT. Askrindo pada PT. RAM, PT. HAM, 
PT. Jl dan PT. JS tahun 2004 sampai dengan 2009 Nomor SR- 
7175/PW09/5/2011 tanggal 5 September 2011. 
Penuntut umum dalam perkara ini menuntut terdakwa dengan tuntutan 
berupa pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan 
karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama dan kedua mengenai tindak 
pidana korupsi dan pencucian uang (Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2001 atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP 
jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 
Sebagaimana yang tertulis dalam amar tuntutan sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa Umar Zen secara sah dan meyakinkan bersalah 





bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama 
dan berlanjut.  
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun 
dikurangi selama terdakwa ditahan.  
3. Membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan 
kurungan.  
4. Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp. 
62.500.000.000,00 dan harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) 
bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang 
untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika dalam haI terdakwa tidak 
mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang 
pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.  
Amar putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai berikut: 
a. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum 
terdakwa. 
b. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 22 
November 2012 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai 
pemidanaan, sehingga putusan selengkapnya sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa Umar Zen telah terbukti secara sah dan 





sama dan berkelanjutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 
(1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan melakukan tindak pidana 
pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 
Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. 
Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Umar Zen, 
dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) 
bulan. 
3. Menghukum terdakwa Umar Zen untuk membayar uang pengganti 
sebesar Rp. 62.500.000.000,00 (enam puluh dua milyar lima ratus juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar 
dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh 
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan 





mempunyai harta yang mencukupi uang pengganti tersebut, maka 
diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
5. Memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara. 
6. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara. 
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada 
kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 
2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 
2. Kasus Muhammad Nazaruddin 
Nazaruddin merupakan seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang 
menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai 
Demokrat dengan Daerah Pemilihan Jawa Timur IV. Menjabat sebagai 
bendahara umum Partai Demokrat pada tahun 2010. Pada tahun 2011 Komisi 
Pemberantasan Korupsi menjadikannya tersangka kasus suap pembangunan 
Wisma Atlet Hambalang untuk SEA Games ke-26. 
Pada 21 April 2011, KPK menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan 
Olah Raga Wafid Muharam, pejabat perusahaan rekanan Mohammad El Idris, 
dan perantara Mindo Rosalina Manulang karena diduga sedang melakukan 
tindak pidana korupsi suap menyuap. Penyidik KPK menemukan 3 lembar 
cek tunai dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp. 3,2 miliar di lokasi 
penangkapan. Keesokan harinya, ketiga orang tersebut dijadikan tersangka 





atlet untuk SEA Games ke-26 di Palembang, Sumatera Selatan. Mohammad 
El Idris mengaku sebagai manajer pemasaran PT. DGI (Duta Graha Indah), 
perusahaan yang menjalankan proyek pembangunan wisma atlet tersebut dan 
juru bicara KPK menyatakan bahwa cek yang diterima Wafid Muharam 
tersebut merupakan uang balas jasa dari PT. DGI karena telah memenangi 
tender proyek itu. 
Pada 27 April 2011, koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi 
Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan kepada wartawan bahwa 
Mindo Rosalina Manulang adalah staf Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin 
menyangkal pernyataan itu dan mengatakan bahwa ia tidak mengenal 
Rosalina maupun Wafid. Namun, pernyataan Boyamin tersebut sesuai 
dengan keterangan Rosalina sendiri kepada penyidik KPK pada hari yang 
sama dan keterangan kuasa hukum Rosalina, Kamaruddin Simanjuntak, 
kepada wartawan keesokan harinya. Kepada penyidik KPK, Rosalina 
menyatakan bahwa pada tahun 2010 ia diminta Nazaruddin untuk 
mempertemukan pihak PT. DGI dengan Wafid dan bahwa PT. DGI akhirnya 
menang tender karena sanggup memberi komisi 15 persen dari nilai proyek, 
2 persen untuk Wafid dan 13 persen untuk Nazaruddin.  
Pada 20 April 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 
menjatuhkan pidana 4 tahun 10 bulan dan denda Rp. 200 juta kepada 
Nazaruddin. Di persidangan, Nazaruddin terbukti menerima suap sebesar Rp. 
4,6 miliar berupa lima lembar cek yang diserahkan Manajer Pemasaran PT. 





Yulianis dan Oktarina Fury. Cek tersebut disimpan di brankas perusahaan. 
Nazaruddin juga dinilai memiliki andil membuat PT. DGI menang lelang 
proyek senilai Rp. 191 miliar di Kementerian Pemuda dan Olahraga. 
KPK melakukan perampasan aset milik mantan bendahara umum Partai 
Demokrat, Muhammad Nazaruddin sepanjang November 2016. Ada 3 lokasi 
milik Nazaruddin yang telah dieksekusi KPK terkait kasus pencucian uang. 
Lokasi ruko pertama yaitu berada di Grand Wijaya Center, Jakarta Selatan. 
Dua ruko yang beralamat di Jalan Dharmawangsa Raya yaitu nomor C 15-16. 
Ruko tiga lantai itu dulunya dijadikan kantor perusahaan yang bergerak di 
bidang alat kesehatan. Perusahaan tersebut menjadi pemenang tender 
rekayasa dari sejumlah proyek pemerintah, dimana Nazaruddin berada di 
balik proses tender itu. Daftar harta rampasan tersebut merupakan bagian dari 
hukuman pidana pencucian uang Nazaruddin yang mencapai Rp. 550 miliar, 
harta rampasan terbesar sepanjang KPK berdiri. 
Penyitaan aset oleh KPK ini adalah yang terbesar dalam sejarah untuk 
memiskinkan koruptor. Adapun beberapa aset Nazaruddin yang disita pada 
waktu itu adalah saham di berbagai perusahaan bernilai ratusan miliar rupiah, 
rumah di jalan Pejaten Barat seluas 127 meter persegi, tanah dan bangunan 
kantor di Jakarta Selatan, rumah di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tanah dan 
bangunan di Bekasi, perkebunan di Riau senilai Rp. 90 miliar, mobil Vellfire, 
ruko di Riau, puluhan rekening bank yang berisi uang ratusan miliar rupiah. 





lahan kelapa sawit, apartemen Rasuna, asuransi AXA, rekening Bank 
Mandiri, jam tangan, dan rumah di Alam Sutera. 
Saat ini Nazaruddin tengah menjalani pidana penjara untuk 7 tahun ke 
depan karena kasus korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang. Hukuman 
Nazaruddin kemudian ditambah 6 tahun penjara untuk kasus pencucian uang. 
Harta Nazaruddin sekitar Rp. 550 miliar dirampas untuk negara. Sehingga 
hukuman total Nazaruddin ialah 13 tahun penjara. 
Vonis ini dijatuhkan karena Nazaruddin terbukti melakukan tindak 
pidana pencucian uang dengan membeli sejumlah saham di berbagai 
perusahaan yang uangnya diperoleh dari hasil korupsi. Pembelian sejumlah 
saham yang dilakukan Nazaruddin dilakukan melalui perusahaan sekuritas di 
Bursa Efek Indonesia menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung 
dalam Permai Grup, kelompok perusahaan milik Nazaruddin. Sumber 
penerimaan keuangan Permai Grup berasal dari fee dari pihak lain atas 
jasanya mengupayakan sejumlah proyek yang anggarannya dibiayai 
pemerintah. Dari uang tersebut, salah satunya Nazaruddin membeli saham 
PT. Garuda Indonesia sekitar tahun 2011 dengan menggunakan anak 
perusahaan Permai Grup. 
Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazaruddin, dari 
4 tahun 10 bulan menjadi 7 tahun penjara. Mahkamah Agung juga menambah 
hukuman denda untuk Nazaruddin dari Rp. 200 juta menjadi Rp. 300 juta. 
Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan 





terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Mahkamah Agung menilai Nazaruddin terbukti sah dan meyakinkan 
bersalah melanggar Pasal 12b Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, sesuai dakwaan pertama. Jika di pengadilan tingkat pertama 
Nazaruddin hanya terbukti menerima suap saja, menurut Mahkamah Agung, 
dia secara aktif melakukan pertemuan-pertemuan. 
Jaksa dari KPK menuntut agar Nazaruddin dihukum 7 tahun penjara 
dan denda Rp. 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Menuntut agar harta milik 
Nazaruddin senilai lebih kurang Rp. 600 miliar yang termasuk dalam 
pencucian uang dirampas untuk negara. Pada 15 Juni 2016, majelis hakim 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 6 tahun 
penjara terhadap dan denda sebesar Rp. 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.  
Beberapa pertimbangan yang memberatkan Nazaruddin antara lain 
tidak mendukung program pemberantasan korupsi dan hasil uang korupsi 
dalam jumlah besar. Hal yang meringankan yaitu Nazaruddin telah dipidana 
dalam kasus korupsi, mempunyai tanggungan keluarga dan berstatus justice 
collabolator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK. Dalam amar 
putusan, majelis hakim menyatakan vonis penjara terhadap Nazaruddin tidak 
dipotong masa tahanan. Nazaruddin memang telah berada di dalam tahanan 
atas putusan pengadilan dalam dakwaan yang berbeda. 
Nazaruddin dinilai melanggar Pasal 12b Undang-Undang Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 





dinilai melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Pasal 3 
Ayat (1) huruf a, c, dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 
jo. Pasal 55 Ayat (1) jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Nazaruddin menyatakan 
tidak akan banding pada putusan ini dan ikhlas menerima putusan hakim. 
Jaksa KPK mengatakan, vonis tersebut bersifat akumulasi. Dengan 
demikian, setelah Nazaruddin selesai menjalani 7 tahun penjara, ia akan 
melanjutkan menjalani pidana penjara selama 6 tahun berikutnya. 
Diperkirakan Nazaruddin baru benar-benar bebas pada tahun 2025. Akan 
tetapi Nazaruddin secara resmi bebas murni setelah selesai menjalani masa 
bimbingan permasyarakatan pada 14 Juni 2020. Nazaruddin bebas lima tahun 
lebih cepat dibandingkan vonis yang dijatuhkan kepadanya. 
3. Kasus Anas Urbaningrum 
Anas Urbaningrum merupakan Ketua Presidium Nasional Perhimpunan 
Pergerakan Indonesia. Sebelumnya, ia adalah Ketua Umum DPP Partai 
Demokrat dari 23 Mei 2010 hingga menyatakan berhenti pada 23 Februari 
2013. 
Pada kepengurusan DPP Partai Demokrat, Anas menjabat Ketua 
Bidang Politik dan Otonomi Daerah DPP Partai Demokrat. Anas juga sempat 





mengundurkan diri setelah terpilih menjadi ketua umum. Anas terpilih 
menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2009 dari Daerah Pemilihan Jawa 
Timur VI. Sejak terpilih menjadi ketua partai, ia mengundurkan diri dari 
jabatannya di DPR.  
Sejak ia menjabat sebagai anggota DPR RI, ada upaya dengan sengaja 
menyembunyikan atau menyamarkan hasil kekayaan yang diperoleh dari 
perbuatan korupsi. Proyek-proyek pemerintah diatur sedemikian rupa 
sehingga terjadi mark-up, penyuapan, penerimaan gratifikasi, dan 
penyalahgunaan wewenang, sehingga berimbas pada gagalnya pelaksanaan 
beberapa proyek yang bernilai puluhan bahkan ratusan milyar di Kemenpora, 
Kemendiknas, dan BUMN. 
Sejak kasus korupsi wisma atlet di Palembang terkuak oleh KPK, nama 
Anas disebut-sebut oleh Nazaruddin sebagai orang yang paling bertanggung 
jawab dalam kasus Hambalang. Anas juga disebut-sebut oleh Nazaruddin 
sebagai pengendali Permai Group, sebuah holding perusahaan yang ikut 
dalam tender-tender proyek APBN. Dalam vonis terhadap Nazaruddin dalam 
kasus wisma atlet, majelis hakim tetap yakin bahwa pengendali Permai Group 
adalah Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (istri Nazaruddin).  
Keterlibatan Anas dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang 
pertama kali diungkap oleh Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, 
Muhammad Nazaruddin yang tersandung kasus wisma atlet. Nazaruddin 
berkali-kali mengungkapkan bahwa Anas telah menerima Toyota Harrier dari 





berbagai kesempatan, Nazaruddin mengaku uang hasil dugaan korupsi 
proyek tersebut digunakan untuk biaya pemenangan Anas dalam Kongres 
Partai Demokrat di Bandung pada 2010 lalu. 
Anas Urbaningrim adalah terpidana kasus korupsi dan pencucian uang 
proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) 
Hambalang dan proyek-proyek lainnya kurun waktu 2010-2012. Anas 
terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 
jo. Pasal 64 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, serta Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 jo, Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 25 Tahun 2003. 
Anas Urbaningrum didakwa menerima hadiah dari berbagai proyek 
pemerintah, termasuk proyek Hambalang senilai Rp. 116,8 miliar dan US$ 
5,26 juta dalam persidangan pertama awal 2014. Tuntutan jaksa 
menyebutkan, Anas juga menerima dua kendaraan mewah yang masing-
masing seharga Rp. 670 juta dan Rp. 735 juta. 
Atas berbagai aksi dan manuvernya itu, Anas menerima kekayaan 
antara lain: 






2. Penerimaan gratifikasi berupa uang dari Nazaruddin (Permai Group) 
sebesar Rp. 84,516 milyar dan US$ 36 ribu untuk keperluan persiapan 
pencalonan ketua umum Partai Demokrat. 
3. Penerimaan gratifikasi berupa uang dari Nazaruddin (Permai Group) 
sebesar Rp. 30 milyar dan US$ 5,2 juta untuk keperluan pelaksanaan 
pemilihan ketua umum Partai Demokrat. 
4. Penerimaan gratifikasi berupa 1 unit mobil Toyota Harrier seharga Rp. 670 
juta. 
5. Penerimaan gratifikasi lainnya senilai ratusan juta rupiah. 
Anas Urbaningrum disebut menerima uang US$ 5,5 juta, jumlah itu 
setara Rp. 73,6 miliar dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk 
berbasis elektronik (e-KTP). Uang itu diterima saat Anas menjabat Ketua 
Fraksi Partai Demokrat. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa komisi 
KPK terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan 
Sugiharto. Keterlibatan Anas bermula pada bulan Juli sampai Agustus 2010, 
saat DPR mulai melakukan pembahasan RAPBN Tahun 2011, terkait 
anggaran proyek e-KTP. 
Dalam fakta persidangan, Anas Urbaningrum terbukti melakukan 
pencucian uang dengan membeli rumah di Jakarta dan sepetak lahan di 
Yogyakarta senilai Rp. 20,8 miliar. Anas juga disebut menyamarkan asetnya 
berupa tambang di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Amar putusan majelis 





Permai Group untuk digunakan sebagai dana pemenangan untuk posisi Ketua 
Partai Demokrat. 
KPK memberikan dakwaan berlapis kepada Anas, yaitu dijerat dengan 
Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian 
Uang. Dakwaan kesatu primer, Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a jo. Pasal 
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 
Lalu dakwaan subsidair kesatu. Anas dijerat dengan Pasal 11 jo. Pasal 
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.  
Dakwaan subsidair kedua. Anas dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 Ayat (1). 
Dakwaan subsidair ketiga, Anas dijerat dengan Pasal 3 Ayat (1) huruf c 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana 





2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Kronologis kasus Anas Urbaningrum yaitu pada 22 Februari 2013, 
KPK menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan gratifikasi dalam 
proyek Hambalang. Keesokan harinya, pada 23 Februari 2013, Anas 
menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai 
Demokrat dalam sebuah pidato yang disampaikan di Kantor DPP Partai 
Demokrat. 
September 2014, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Jakarta memvonis 8 tahun penjara kepada Anas. Anas diwajibkan membayar 
denda Rp. 300 juta subsider kurungan selama tiga bulan dan hakim 
memerintahkan jaksa menyita tanah di Pondok Ali Maksum, Krapyak, 
Yogyakarta. Tanah seluas 7.870 meter persegi itu disebut merupakan hasil 
korupsi yang dilakukan Anas. Vonis inj lebih ringan dibandingkan tuntutan 
jaksa KPK agar Anas divonis 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti 
sebesar Rp. 94 miliar dan US$ 5,2 juta. Atas putusan ini Anas menyatakan 
banding. 
Februari 2015, majelis hakim banding memutus hukuman Anas 
menjadi 7 tahun penjara atau turun 1 tahun dibandingkan vonis sebelumnya 
dan denda sebesar Rp. 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Aset tanah di 
Krapyak dikembalikan ke pesantren yang dipimpin oleh mertuanya, Attabik 
Ali untuk kepentingan santri. Atas putusan ini Anas mengajukan permohonan 





Juni 2015, majelis hakim kasasi yang dipimpin menjatuhkan vonis 14 
tahun penjara ditambah kewajiban membayar denda sebesar Rp. 5 miliar 
subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Anas juga diwajibkan 
membayar uang pengganti sebesar Rp. 57.592.330.580 kepada negara dan 
pencabutan hak politik Anas. Anas menyatakan keberatan atas vonis ini. Pada 
Juli 2018, Anas mengajukan peninjauan kembali 
September 2020, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan 
peninjauan kembali yang diajukan Anas dan Majelis Hakim PK memutuskan 
untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum dengan 
pidana penjara selama 8 tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp. 
300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
dengan kurungan selama tiga bulan. 
4. Kasus Rina Iriani 
Sebanyak 43 kasus korupsi ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, 
dengan uang negara yang diselamatkan dari berbagai penanganan perkara 
korupsi mencapai Rp. 5 miliar. Terdapat 8 kasus korupsi dan 1 tindak pidana 
pencucian uang yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. 34 
perkara lainnya ditangani di tingkat Kejaksaan Negeri. 
Korupsi disertai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Bupati 
Karanganyar, Rina Iriani merupakan kasus menarik yang terjadi di Kabupaten 
Karanganyar. Terlebih, kasus korupsi tersebut menyangkut orang yang dapat 
dikatakan sangat berpengaruh di Kabupaten Karanganyar, karena merupakan 





pemerintahan. Rina Iriani dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita 
Bulu, Kota Semarang, Selasa, 18 November 2014. 
Rina Iriani yang pernah menjabat sebagai Bupati Karanganyar dua 
periode itu  terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Selain itu, dalam perkara bantuan subsidi 
perumahan, Rina ditengarai melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18, Pasal 
3 jo. Pasal 18, Pasal 5 Ayat (2), dan Pasal 11 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 
Bupati Karanganyar tahun 2003-2013 itu tersangkut kasus korupsi 
dengan modus menyalahgunakan anggaran subsidi perumahan dari 
Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2007-2008 untuk proyek 
perumahan Griya Lawu Asri sebesar Rp. 35 miliar. Dari total dana subsidi Rp 
35 miliar, total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp. 21 miliar. 
Dari total kerugian itu, Rina diduga menggunakan uang Rp. 11,8 miliar, 
antara lain, untuk kepentingan pribadi dan membiayai Rina Center, lembaga 
pemenangan Rina dalam pencalonan sebagai Bupati Karanganyar periode 
kedua. 
Dalam perjalanan kasus Griya Lawu Asri ini, menjadi masa terberat 





tugas dan tanggung jawab jabatannya sebagai Kepala Pemerintahan Daerah 
Karanganyar masih berjalan dan baru akan berakhir pada tahun 2013. 
Rina didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dan korupsi 
subsidi perumahan Griya Lawu Asri di Karanganyar. Salah satu peran Rina 
adalah merekomendasikan Koperasi Serba Usaha Sejahtera sebagai 
lembaga keuangan mikro/non bank yang menyalurkan subsidi tanpa melalui 
verifikasi dan rekomendasi dinas koperasi setempat. 
Proyek pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri di Desa 
Jeruk Sawit Gondangrejo, Karanganyar, yang menjadi program pemerintah 
daerah dalam usaha menuntasan kemiskinan, terhenti dengan adanya korupsi 
dalam aliran dana yang diberikan pemerintah pusat. Kasus dugaan korupsi 
dengan tersangka Toni Haryono, suami dari Bupati Karanganyar Rina Iriani, 
merupakan tersangka kedua yang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa 
Tengah, setelah Handoko Mulyono sebagai ketua Koperasi Serba Usaha 
Sejahtera yang berperan sebagai pengembang awal proyek pembangunan 
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. 
Mencuatnya skandal Griya Lawu Asri ini secara tidak langsung 
mempengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar, terutama Bupati 
Rina Iriani yang notabene sebagai istri tersangka, sedangkan menurut 
beberapa saksi yang telah diperiksa menyatakan, ada sebagian aliran dana 
yang diperuntukan untuk tim pemenangan pasangan calon Bupati 
Karanganyar Rina Iriani-Paryono (Rina Center) pada Pemilihan Kepala 





korupsi proyek perumahan Griya Lawu Asri serta hasil sementara yang 
diungkapkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum, pada sidang kamis 29 
Juli 2010, (khusus anggaran tahun 2008) total dana yang dinikmati Toni dan 
Bupati Rina Iriani sebanyak Rp. 18,6 M. 
Penetapan tersangka didasarkan pada surat perintah penyidikan dengan 
Nomor Print: 01/O.3/F.d.2/01/2014 tertanggal 8 Januari 2014. Berdasarkan 
surat putusan Nomor 138/XI/Pen.Pid.Sus/TPK/H/2014/PN.Smg, Ketua 
Majelis Hakim, Dwiarso Budi Santiarto, menyatakan penahanan Rina untuk 
waktu 30 hari ke depan terhitung mulai 11 November 2014. Pada 17 Februari 
2015, Pengadilan Negeri Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman enam 
tahun penjara ke Rina. Putusan ini dikabulkan pada 29 April 2015. Atas vonis 
tersebut Rina menyatakan banding 
Di tingkat kasasi, Hakim Agung Artidjo Alkostar, MS Lumme dan 
Krisna Harahap menyatakan terdakwa Rina Iriani terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama 
dan tindak pidana pencucian uang. Menjatuhkan pidana selama 12 tahun dan 
pidana denda Rp. 1 miliar subsidair 6 bulan. Tetapi, majelis hakim 
mengembalikan dua mobil dan perhiasan Rina di kasus korupsi dan pencucian 
uang itu. 
Majelis hakim juga menjatuhkan uang pengganti sebesar Rp. 11,8 
miliar. Apabila jumlah itu tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan sejak 





tidak mencukupi, pidananya ditambah 3 tahun penjara. Selain itu juga 
mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik. 
Perbuatan terdakwa selaku bupati yang telah menggunakan uang yang 
bersumber dari hasil korupsi untuk kepentingan pembiayaan dan pencalonan 
terdakwa dalam pilkada menciderai asas-asas demokrasi, bertentangan 
dengan spirit masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang mengecam 
perbuatan dan perilaku korup. 
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Ayat 
(1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 
yang ditambahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 65 jo. Pasal 55 Ayat (1) 
ke-1 KUHP. Selain itu, Rina juga dinyatakan terbukti melanggar dakwaan 
kedua primer yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 
Selain pidana badan, hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 
500 juta. Dengan ketentuan, apabila tidak mampu membayar setelah satu 
bulan putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan diganti dengan 
penjara selama tiga bulan. Tidak hanya itu, majelis hakim juga mewajibkan 
terdakwa Rina Iriani membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 
7,8 miliar. Dengan ketentuan, jika tidak mampu dibayarkan selama satu bulan 
setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa 
akan disita untuk dilelang. Apabila tidak mencukupi, maka akan diganti 





Vonis tersebut diketahui lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya. 
Dalam tuntutannya, jaksa penuntut umum menuntut Rina dengan hukuman 
penjara selama 10 tahun dan denda Rp. 1 miliar subsider enam bulan 
kurungan. Selain pidana penjara dan denda tersebut, jaksa juga mewajibkan 
Rina Iriani membayar uang pengganti kerugian negara atas kasus tersebut 
sebesar Rp. 11,8 miliar. Jika tidak mampu membayar hingga satu bulan 
setelah proses hukum inkrah, maka akan diganti dengan hukuman penjara 
selama enam tahun. 
Dalam penetapan uang pengganti tersebut, hakim berbeda pendapat 
dengan jaksa. Sebab, sebagian uang itu merupakan uang pemenangan pilkada 
Rina Center yang dikeluarkan oleh Toni Irawan sehingga tidak bisa 
dibebankan kepada terdakwa. Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan 
jaksa mengenai penghapusan hak politik Rina Iriani. Menurut hakim, 
pemidanaan bukan sarana untuk balas dendam, melainkan sebagai bentuk 
pembelajaran. 
Adapun hal memberatkan yang menjadi pertimbangan hakim adalah 
perbuatan terdakwa telah merugikan negara dan masyarakat, terdakwa juga 
menikmati uang hasil korupsi dan tidak memberikan contoh yang baik kepada 
masyarakat. Sementara hal yang meringankan, terdakwa telah banyak berjasa 
saat menjabat Bupati Karanganyar dan terdakwa tidak pernah dihukum. 
Majelis hakim mengungkapkan sejumlah fakta hukum dari persidangan 
yang selama ini berjalan. Menurut hakim, terdakwa tidak bisa membuktikan 





bisa membuktikan penghasilan lain yang diperolehnya itu dan tidak pernah 
melaporkannya dalam LHKPN. 
Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang memiliki 
keterkaitan. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 Ayat (1) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil tindak pidana itu 
menurut pasal tersebut diklasifikasikan dalam 25 (dua puluh lima) kelompok 
kejahatan (predicate crime). Korupsi menempati urutan pertama sebagai tindak 
pidana asal pencucian uang.38 Tindak pidana asal (predicate crime) adalah 
tindak pidana yang memicu dan menjadi sumber terjadinya tindak pidana 
pencucian uang. Keberadaan korupsi sebagai tindak pidana asal dari tindak 
pidana pencucian uang menunjukan luar biasanya korupsi sebagai tindak pidana. 
Keterkaitan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, 
dikarenakan hampir sebagian besar hasil korupsi disembunyikan atau 
disamarkan untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan 
menyembunyikan saja tetapi merubah performance atau asal usulnya hasil 
kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung 
dengan kejahatan asalnya. 
 Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri 
khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi 
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kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai 
kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan. Tindak pidana 
pencucian uang hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya 
besar, karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat terserap ke dalam peredaran 
secara tidak kentara atau tidak terlihat. 
Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian 
uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan 
ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman 
bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua 
kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti 
semua sistem acara peradilan yang banyak digunakan pendekatan pragmatis, 
misalnya adanya perlindungan saksi, adanya praktik acara pembalikan beban 
pembuktian.  
Tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi merupakan 
wujud dari perbarengan tindak pidana atau gabungan melakukan tindak 
pidana.39 Tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi dalam 
pemberantasannya bertujuan untuk dapat mengambil kembali aset-aset negara 
yang telah dicuri. Pengembalian aset-aset negera yang telah dicuri melalui 
pencucian uang dan korupsi dapat dikembalikan dengan optimalisasi rejim anti 
money laundering dan penerapan Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative. 
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Pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang dalam pengaturannya 
dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu terbukti tindak pidana asal atau terlebih 
dahulu terbukti tindak pidana asal atau dilakukan pemeriksaan secara bersama 
baik tindak pidana asal maupun tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana 
asal yang dimaksud di sini adalah tindak pidana korupsi digabungkan 
pemeriksaan atau pembuktiannya dengan tindak pidana pencucian uang. 
Pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu terbukti tindak pidana asal atau 
terlebih dahulu terbukti tindak pidana asal mengacu pada Pasal 69 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Merujuk pada penjelasan pasal 
tersebut maka diutarakan cukup jelas sehingga dapat dipahami bahwa tindak 
pidana pencucian uang dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan baik telah terbukti terlebih dahulu terbukti 
tindak pidana asal atau belum terbukti tindak pidana asal.  
Terdapat frase kalimat pada Pasal 69 yaitu tidak wajib dibuktikan terlebih 
dahulu tindak pidana asalnya, pemaknaannya cenderung bahwa tanpa dilakukan 
pembuktian tindak pidana asal, tindak pidana pencucian uang dapat diproses 
terlebih dahulu. Namun, perlu dipahami frase kalimat tidak wajib dibuktikan 
terlebih dahulu dalam Pasal 69 adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya 
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht. 
Sejak tahun 1986, kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang 
terpisah dari kejahatan asalnya (as separate criminal offense atau independent 





8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang sudah ditentukan dari semula bahwa tindak pidana pencucian uang 
merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (independent crime). 
Kekhawatiran tidak terbuktinya tindak pidana asal tidak berpengaruh kepada 
proses hukum perkara tindak pidana pencucian uang karena sifatnya yang 
merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. Meskipun kejahatan pencucian uang 
lahir atau berasal dari tindak pidana asalnya, namun rejim anti pencucian uang 
di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan 
yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya 
proses penyidikan. 
Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan 
bahwa jenis tindak pidana asal hanya untuk menunjukan bahwa harta kekayaan 
dalam kejahatan pencucian uang berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur 
dalam pasal tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat unsur patut diduganya 
dalam hal identifikasi harta kekayaan menunjukan bahwa dalam hal 
pemeriksaan kejahatan pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu 
tindak pidana asalnya.  
Pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tidak 
bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innosence) 





(independent crime). Oleh karena itu dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 ini tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak 
pidana asalnya untuk memulai proses pemeriksaan kejahatan pencucian uang. 
Kondisi tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi sama 
dengan dua Putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana penadahan yang 
mengatakan tidak perlu membuktikan tindak pidana pencurian sebelum 
menghukum tindak pidana penadahan, sebagai berikut:40 
1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 9 Juli 1958 Nomor 
79K/Kr/1958 yang menentukan bahwa tidak ada peraturan yang 
mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang 
mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah.  
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 29 November 1972 
Nomor 126K/Kr/1969 yang menentukan bahwa pemeriksaan tindak pidana 
penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana 
yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan. Tindak 
pidana penadahan (Pasal 480 KUHP) memiliki unsur yang sama dengan 
tindak pidana pencucian uang yaitu terdapat unsur diketahuinya dan 
seharusnya patut diduga. 
Kondisi di atas semakin dipertegas dengan keluarnya putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar. Salah 
satu amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-
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XII/2014 menegaskan bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang 
tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime). 
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Selain itu, ditegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang 
merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.  
Pemeriksaan secara bersama dapat dilakukan untuk tindak pidana korupsi 
sebagai tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Hal demikian 
dapat terjadi karena tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang 
merupakan perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut dapat dilihat ketentuannya 
dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi: 
Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan 
kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga 
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu 
aturan pidana bila berbeda-beda maka yang diterapkan adalah yang memuat 
ancaman pidana yang paling berat. 
 
Terkait tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi maka 
termasuk pada perbarengan perbuatan pidana (concursus realis). Hal tersebut 
dapat dilihat dari Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Tindak pidana korupsi (tindak pidana asal) maupun tindak pidana pencucian 
uang merupakan independent crime maka prosedur yang tepat dalam penjatuhan 
hukuman sesuai dengan Pasal 65 KUHP, berbunyi: 
1. Dalam hal gabungan dari beberapa perbuatan yang harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan 
beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka 





2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-
pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu akan tetapi tidak boleh 
lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. 
 
Concursus realis dapat diartikan perbarengan (gabungan) beberapa 
perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan 
masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur 
dalam KUHP.41 Konsep dari tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana 
korupsi juga serupa dengan konsep tindak pidana penadahan, yaitu tidak perlu 
membuktikan terlebih dahulu, menuntut, dan menghukum orang yang mencuri 
sebelum menghukum orang yang menadah. 
KUHAP tidak memberi pengertian tentang pembuktian, hanya mengatur 
mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 
Ayat (1) KUHAP. Meski demikian banyak ahli hukum yang memberi pengertian 
tentang pembuktian, diantaranya pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang 
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.42 
Sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana 
korupsi memiliki keterkaitan satu sama lain. Sistem pembuktian yang dianut 
pada dasarnya sama karena merupakan tindak pidana yaitu negatief wettelijke. 
Dasar dari negatief wettelijke adalah Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP 
mengamanatkan bahwa hakim harus memiliki keyakinan akan terjadinya tindak 
pidana dan pelakunya adalah terdakwa yang didasarkan atas minimal 2 (dua) alat 
bukti sah. Melalui Pasal 183 KUHAP ditentukan pula bahwa dasar keyakinan 
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hakim yaitu minimal 2 (dua) alat bukti sah artinya apabila hanya ada 1 (satu) alat 
bukti saja tidak dapat dipaksa untuk membuktikan kesalahan terdakwa jadi harus 
ada atau ditambah alat bukti lain yang mana beban pembuktiannya ada pada 
penuntut umum.  
Selain terikat dengan sistem pembuktian KUHAP baik tindak pidana 
korupsi maupun tindak pidana pencucian uang memiliki atau mengenal sistem 
pembalikan beban pembuktian atau sistem pembuktian terbalik. Tindak pidana 
pencucian uang dalam proses pembuktian terbalik yang dianutnya mengacu pada 
Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  
Tindak pidana korupsi terkait dengan pembalikan beban pembuktian untuk 
pengaturan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka 
pembalikan beban pembuktian tidak hanya terbatas pada ketujuh pasal yaitu 
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 tetapi juga 
terdapat juga Pasal 12B Ayat (1) Huruf a. 
Dalam praktiknya, penerapan pembalikan beban pembuktian hanya terjadi 
pada delik gratifikasi dan suap, sebagaimana dalam Pasal 12B Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Terhadap gratifikasi, pihak penerima tanpa menunggu adanya 
tuntutan dari penuntut umum, yang bersangkutan wajib dalam waktu 1 bulan 





Penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi ditujukan 
kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang memiliki kewenangan 
yang melekat pada jabatannya. Sedangkan pembalikan beban pembuktian 
berkenaan dengan proses pembuktian kesalahan terdakwa di depan persidangan 
bukan bersifat pembalikan beban pembuktian yang murni atau absolut, 
melainkan pengalihan atau pergeseran beban pembuktian. 
Hal ini dikarenakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa, kewajiban 
membuktikan tetap berada pada penuntut umum, sedangkan terdakwa hanya 
berkewajiban menjelaskan tentang asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya. 
Dengan kata lain, penerapan pembalikan beban pembuktian harus didahului oleh 
proses hukum, yaitu penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh penyidik 
dan penuntut umum. Terdakwa secara normatif dibebani kewajiban untuk 
membuktikan bahwa harta bendanya bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi. 
Pada umumnya, pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau 
menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana 
korupsi dengan berbagai cara agar hartanya sulit ditelusuri dan mereka dapat 
dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut untuk kegiatan yang sah 
atau tidak sah. Oleh karena itu, untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan 
yang berasal dari tindak pidana tersebut hanya dapat melalui 3 cara, yaitu: 
1. Dengan mengetahui dan meminta keterangan dari para saksi, ahli, dan 
menggali fakta dari alat bukti, surat dan petunjuk serta keterangan dari pelaku 





2. Dengan mendasarkan pada keterangan berupa pengakuan tersangka atau 
terdakwa atau menggunakan penjelasan Pasal 5 Ayat (1) tentang makna patut 
diduganya yaitu suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, 
keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya, yang 
mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. 
3. Menggunakan instrumen Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang pembalikan beban pembuktian, yaitu untuk 
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan 
bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. 
Pengungkapan tersebut harus tertuang di dalam berkas acara pemeriksaan 
dengan ketentuan teknik pengungkapannya tidak bersifat self-incrimination bagi 
diri terdakwa. Selain itu, penyidik dalam mengumpulkan alat bukti di tingkat 
penyidikan atau pembuktian di tingkat penuntutan oleh penuntut umum, tidak 
ada kewajiban bagi penyidik untuk mencari alat bukti yang mendukung 
pembuktian atas seluruh unsur pidana asal, begitu pun bagi penuntut umum, 
cukup yang diungkap adalah bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa 
yang memenuhi rumusan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tersebut diketahuinya atau 
patut diduganya berasal dari tindak pidana (tidak perlu dibuktikan siapa pelaku 
tindak pidana asal tersebut). 
Undang-undang tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang mengatur 
pembuktian terbalik hanya dilakukan terhadap kepemilikan aset yang dicurigai 
berasal dari tindak pidana. Sementara, unsur kesalahan lainnya tetap harus 





tetap dibuktikan melalui pembuktian negatif (minimal dua alat bukti ditambah 
keyakinan hakim), sementara terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan 
bahwa aset yang dikuasai bukan berasal dari tindak pidana.  
Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya 
maka hal tersebut akan lebih memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum. 
Sebaliknya, jika dapat dibuktikan aset tersebut dari sumber yang sah, maka dapat 
dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan jaksa 
penuntut umum tidak terbukti.  
Perlu dipahami bahwa terkait penjatuhan sanksi sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dengan tindak 
pidana pencucian ialah berbeda. Artinya, dalam tindak pidana korupsi terdapat 
uang pengganti dimana maksud uang pengganti di sini bertujuan untuk 
membayar sejumlah besar uang di luar pidana denda yang harus dibayarkan oleh 
para pelaku tindak pidana korupsi kepada negara untuk menutup kerugian akibat 
perbuatan korupsi yang dilakukannya.43 Sedangkan tindak pidana pencucian 
uang ialah untuk membuktikan ada atau tidak hasil yang diperoleh dari tindak 
pidana asal yang cenderung bersifat keuntungan yang telah diperoleh dari tindak 
pidana asal. 
Pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana 
korupsi adalah bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Pada 
dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
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2010 telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 
tindak pidana pencucian uang. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 sampai Pasal 
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 6, Pasal 
7 dan Pasal 9 mengatur tindak pidana pencucian uang oleh korporasi.  
Ketentuan tersebut yang menjadi dasar dalam pelaksanaan 
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. 
Namun keberadaan undang-undang tersebut belum lengkap tanpa adanya 
pelaksanaan yang tepat. Pertanggungjawaban yang diterima setelah adanya 
putusan pengadilan merupakan tindak lanjut dari suatu penegakan hukum. 
Pelaku tindak pidana pencucian uang akan dihukum dengan pasal di atas, 
namun Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ditujukan pada seseorang atau individu yang 
melakukannya. Jika yang melakukannya adalah korporasi maka ada 
pertimbangan lain yang diatur oleh undang-undang yaitu penjatuhan pidana 
dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap 
korporasi. Pada korporasi, pidana yang lebih diberatkan adalah pidana denda dan 
dapat juga dikenakan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu.  
Dalam KUHP menyatakan terpidana hanya bisa dikenakan satu pidana 
pokok saja dan dapat ditambahkan dengan pidana tambahan, namun pada 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 sanksi yang 
diancamkan dan dijatuhkan merupakan dua macam pidana pokok yaitu pidana 





ketentuan pidana pada umumnya yang hanya menerapkan satu pidana pokok 
terhadap pelaku tindak pidana. 
Dasar hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencucian uang 
sama dengan yang diatur dalam KUHAP. Di sini hakim berperan aktif untuk 
memutuskan atau menentukan dakwaan mana yang pantas untuk suatu perkara 
pidana, yaitu: 
1. Bentuk dari tindakan yang dilakukan 
Tindakan yang dimaksud adalah hal apa yang dilakukan oleh seseorang 
apakah melanggar hukum atau tidak. Ditinjau dari Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang, tindakan yang dimaksud pencucian uang 
adalah tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.  
2. Siapa yang melakukan 
Siapa yang melakukan adalah orang atau badan hukum yang melakukan 
tindakan yang diduga tindak pidana pencucian uang, dimana dilihat apakah 
orang atau badan hukum tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. 
Hal ini bertujuan menentukan apakah ada keterlibatan orang atau badan 
hukum dalam melakukan tindakan melanggar hukum.  
3. Maksud dari tindakan yang dilakukan 
Setiap tindakan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan dan maksud. Di 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 maksud 
dari tindakan tersebut adalah menyamarkan uang hasil dari tindak pidana agar 





jika seseorang atau badan hukum telah dapat diketahui tindakan dan maksud 
dari tindakan tersebut maka baru dapat ditentukan itu merupakan suatu tindak 
pidana atau bukan. 
Hal-hal tersebut di atas dapat dibuktikan dalam persidangan atau dalam 
pertimbangan dan keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana pencucian 
uang dan juga menjadi alasan kenapa pertanggungjawaban pidana yang diterima 
pelaku berbeda-beda. 
Untuk menentukan sistem pemidanaan yang terdapat dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 maka harus diketahui berat 
ringannya pidana, jika dilihat ketentuan pasal dalam KUHP dikemukakan bahwa 
pidana penjara yang diterapkan dalam KUHP memiliki batas maksimum dan 
minimum, dimana batas minimum penjatuhan pidana penjara pada pelaku tindak 
pidana yaitu pidana penjara paling singkat satu hari sedangkan batas maksimum 
yaitu seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam hal ini pidana penjara 
selama waktu tertentu tidak boleh melebihi dari lima belas tahun sesuai yang 
terdapat dalam Pasal 12 KUHP. 
Terdapat dalam rumusan mengenai tindak pidana pencucian uang yang 
dicantumkan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang. Jika dilihat pola yang diterapkan oleh pembentuk 
undang-undang adalah pola maksimal khusus, tidak diaturnya berapa batas 
minimum dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 





yaitu untuk pidana penjara paling singkat satu hari sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 12 KUHP, sedangkan batas minimum untuk pidana denda adalah 
tiga rupiah tujuh puluh lima sen yang terdapat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat 
(1) KUHP. Dengan pola maksimal khusus dan minimum umum tersebut, berarti 
hakim dalam menjatuhkan pidana hanya di bawah 20 (dua puluh) tahun dan 
denda di bawah Rp. 10.000.000.000,00, sehingga akan mengurangi disparitas 
pidana.44 
Jika dilihat rumusan dalam KUHP penjatuhan pidananya menggunakan 
kata “atau” (alternatif). Ini didasarkan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu 
berhak memilih salah satu dari sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam 
ketentuan Pasal 10 KUHP, sedangkan yang terimplementasi dalam rumusan 
Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
dalam penjatuhan pidana menggunakan kata “dan” (kumulasi) berarti hakim 
dalam menjatuhkan sanksi pidana yaitu gabungan 2 (dua) pidana pokok yaitu 
penjara dan denda.45 
Dengan adanya rumusan kumulatif sanksi menunjukan dianutnya asas 
kemasyarakatan. Asas tersebut menitikberatkan pada perlindungan kepentingan 
masyarakat, karena wajar jika pidana penjara dan pidana denda dapat dijatuhkan 
secara bersama-sama. Namun demikian, ancaman pidana yang tinggi tidak akan 
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banyak artinya jika dalam praktiknya tidak diancam dengan sebagaimana yang 
sudah diatur dalam undang-undang. 
Penerapan delik pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 secara kumulatif dengan predicate crime oleh 
para penegak hukum mulai berjalan efektif dan bukan menjadi suatu hal yang 
baru lagi. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang yang mengedepankan prinsip follow the money, yaitu 
mengupayakan untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil tindak pidana 
dengan jalan merampas aset pelaku kejahatan dan juga memiskinkan para pelaku 
kejahatan, sehingga pada akhirnya diharapkan menimbulkan efek jera bagi para 
pelaku kejahatan. 
Satu hal yang perlu juga dipertanyakan sehubungan dengan adanya 
ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Dalam Pasal 8 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa dalam hal 
harta terpidana tidak cukup membayar pidana denda sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. 
Pertanyaan yang muncul kemudian bagaimana jika terpidananya adalah 
korporasi. Tentunya, pidana pengganti berupa pidana penjara tidak mungkin 
dijatuhkan terhadap korporasi, mengingat korporasi bukan seperti subyek 





rumusan pasal seperti itu menunjukan, pola pikir pembentuk undang-undang 
yang masih berorientasi pada manusia sebagai subjek hukum pidana. Padahal 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 dengan tegas 
menyebutkan korporasi sebagai subJek hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang ini. 
Mengingat korporasi adalah subjek hukum yang sifatnya non-badaniah, 
maka perlu diformulasikan terlebih dahulu kapan suatu tindak pidana dikatakan 
telah dilakukan oleh korporasi. Hal ini penting, jika tidak ada penentuan 
mengenai kapan suatu tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan telah 
dilakukan oleh korporasi, maka akan mengaburkan dalam hal dapat dipidananya 
korporasi. Di samping itu, juga akan melemahkan tanggung jawab pidana 
korporasi. 
Ketentuan Pasal 6 menyebutkan secara jelas bahwa pidana dapat 
dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang dalam hal: 
1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi.  
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi.  
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah. 
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. 
Ketentuan Pasal 6 sudah mengatur konsep pemidanaan terhadap korporasi yaitu 
penuntutan dan pemidanaan korporasi dikenal apa yang dinamakan “punishment 
provisions” artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat 





Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana yang 
dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan korporasi dan/atau personil 
pengendali korporasi. Ketika pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak 
pidana pencucian uang maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya 
dibebankan kepada pengurus saja. 
Hal tersebut disebabkan karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri 
suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu 
yang salah (guilty mid), tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah 
pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap 
kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan. Oleh karena itu  
pengurus dari korporasi yang memikul pertanggungjawaban pidana atas 
perbuatan yang dilakukannya sendiri dan bukan untuk dan atas nama korporasi. 
Apabila pengurus korporasi bertindak tidak untuk dan atas nama korporasi 
maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus 
korporasinya itu sendiri. Apabila pengurus korporasi (personil pengendali 
korporasi) bertindak untuk dan atas nama korporasi (bersama-sama dengan 
korporasi) maka pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada 










Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah diatur secara 
yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan 
paradigma baru penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pengejaran 
harta kekayaan hasil kejahatan. Undang-undang ini merupakan desakan 
internasional terhadap Indonesia dalam pemberantasan pencucian uang. 
2. Pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana 
korupsi adalah bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. 
Pertanggungjawaban yang diterima setelah adanya putusan pengadilan 
merupakan tindak lanjut dari suatu penegakan hukum. Pertanggungjawaban 
tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu terbukti 
tindak pidana korupsi atau terlebih dahulu terbukti tindak pidana korupsi atau 
dilakukan pemeriksaan secara bersama baik tindak pidana korupsi maupun 






Berdasarkan simpulan maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar 
dapat berjalan lebih efektif hendaknya lebih banyak melibatkan masyarakat 
secara luas.  
2. Mengingat modus operandi tindak pidana pencucian uang selalu mengalami 
kemajuan, hendaknya evaluasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana 
Pencucian Uang selalu dilakukan secara periodik sehingga 











Aminuddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2006.  
 
Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana 
Perkembangan dan Penerapan, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015. 
 
Amrullah, M. Arief, Tindak Pidana Pencucian Uang, Malang: Bayumedia 
Publishing, 2004. 
 
Eddyono, Supriyadi Widodo, dan Yonatan Iskandar Chandra, Mengurai 
Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang Di Indonesia, Jakarta: 
Institute For Criminal Justice Reform, 2015.   
 
Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 
2015. 
 
Hehamahua, Abdullah, Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif 
Pengadilan, Yogyakarta: LP3 UMY, 2004. 
 
Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap 
Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2011. 
 
Huda, Chairul, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2006. 
 
Ilyas, Amir, et.al, Asas-Asas Hukum Pidana II, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang 
Offset, 2012.   
 
Irman, Tubagus, Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian 
Uang dalam Penetapan Tersangka, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017. 
 
Mapaung, Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafrika, 
2005. 
 






Muladi dan Dwidja Priatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2010. 
 
Myrdal, Gurnar, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Bandung: PT. 
Gramedia Utama, 2006. 
 
Nasution, Bismar, Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia, Bandung: 
BooksTerrace dan Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2008. 
 
Pohan, Agustinus. Hukum Pidana dalam Perspektif, Denpasar: Pustaka Larasan, 
2012. 
 
Prinst, Darwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2002. 
 
Rusianto, Agus, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: 
Prenamedia Group, 2017. 
 
Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: 
Aksara Baru, 2017. 
 
Sjawie, Hasbullah F., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana 
Korupsi, Depok: Prenada Media Group, 2017. 
 
Soewarsono, H., dan Reda Manthovani, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang di Indonesia, Jakarta: Malibu, 2004. 
 
Subekti, R., Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001. 
 
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, Bandung: Alfabeta, 
2012. 
 
Sutedi, Adrian, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, 
Likuidasi, dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. 
 
Suyatno, Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Bandung: Alumni, 2003. 
 
Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. 
 
Tangkau, Hans C., Gabungan Beberapa Perbuatan Pidana dan Masalah 
Penghukumannya, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 
2007.  
 







Yusuf, A. Muri, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian 
Gabungan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. 
 
 
Undang-Undang dan Peraturan Lainnya: 
 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 





Bassang, Tommy J., “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming”, 
Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015, 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9015/8569.  
 
Berutu, Ali Geno, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) 
dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, Tawazun: Journal of 





Ismansyah, “Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti dalam Tindak 
Pidana Korupsi”, Jurnal Demokrasi,  Vol. 6, No. 2, (2007), 
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/artcle/.  
 
Mandiana, Sari, “Konsepsi Pertanggungan Jawab Pidana Sebagai Sistem 




Mujaddid, Ilman, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang”, Jurnal IUS, Vol. IV No. 1 April 2016 hlm. 80-94, 
https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/293/249. 
  
Nasution, Eva Syahfitri, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak 







Nasution, Eva Syahfitri, ” Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak 




Nurmalawaty, “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang 
(Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya”, Jurnal Equality, Vol. 11 




Patmos, Yan, “Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”, Journal of Law and Policy 










Samosir, Edward, “Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam 
Mengadili Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan 
Keadilan, Vol. IV, No. 3 Desember 2016, hlm. 468-484, 
https://core.ac.uk/download/pdf/235205238.pdf.  
 
Zaki, Fakhri Arindra, “Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari 
Korupsi”, Jurist-Diction, Vol. 1 No. 2, November 2018, 
https://www.researchgate.net/publication/342668560_Pertanggungjawaban_
Pidana_Badan_Usaha_Milik_Negara_Bumn_Sebagai_Pelaku_Tindak_Pida
na_Pencucian_Uang_Yang_Berasal_Dari_Korupsi.  
 
 
 
 
 
 
 
